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PRAKATA

erdapat 466 (Empat Ratus Enam Puluh Enam) lembaga penyiaran radio dan televisi

yang berizin diJawa Barat sampai dengan bulan Desember 2018, dengan segmentasi

dan variasi siaran yang potensial terhadap berubahnya perilaku sosial masyarakat
sebagai dampak dari paparan isi siaran baik yang positif maupun yang negatif. Potensi
paparan isi siaran yang dapat merubah perilaku masyarakat tersebut harus diarahkan
semaksimal mungkin ke arah yang positif yaitu harus terciptanyaisi siaran yang berkualitas,
sehat, informatif, edukatif dan ramah anak.

Untuk menciptakan kondisi ideal, tentu bukan suatu hal yang mudah, oleh karena itu
perlu adanya sinergi dan upaya yang berkelanjutan antara pemerintah, industri penyiaran
dan masyarakat, sehingga dapat mendorong tumbuhnya media yang sehat dan pemirsa
yang cerdas dengan melandaskan hubungan media dan khalayak dalam jalinan yang saling
menguntungkan (simbiosis mutualistis).

Dengan semakin besarnya tantangan KPID Jawa Barat maka diperlukan indikator
ilmiah untuk mengukur akses masyarakat terhadap Lembaga Penyiaran yang menegaskan
posisi (positioning) antara lembaga / industri penyiaran, pemerintah dan masyarakat
dalam keseluruhan upaya yang dapat ditempuh dalam mendorong tumbuhnya media
yang sehat dan penonton yang cerdas. Sejalan dengan maksud di atas, KPID Jawa Barat
melakukan “Kajian Akses Masyarakat Terhadap Lembaga Penyiaran”, bekerjasama
dengan 4 (empat) perguruan tinggi yakni Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas
Islam Bandung (UNISBA), Telkom University dan Universitas Sangga Buana (USB).

Kajian yang telah dilaksanakan ini mengambil topik “Akses Masyarakat Terhadap
Lembaga Penyiaran” dengan mencakup tema:

1. Peluang dan tantangan peningkatan kontribusi lembaga penyiaran dalam mendorong
tumbuhnya media yang mampu menyajikan Isi Siaran Yang Berkualitas, Sehat, Edukatif
dan Ramah Anak;

2. Pola perilaku masyarakat tentang akses media, jenis program siaran yang dibutuhkan
oleh masyarakat dan penilaian masyarakat tentang aspek program siaran;

3. Langkah-langkah manajerial pengelolaan lembaga penyiaran yang mampu menyajikan
isi siaran yang sehat dan ramah anak, pemirsa cerdas;

4. Pola-pola hubungan pelaku media dengan pemirsa dan stakeholders penyiaran.

KPID Jawa Barat berharap dengan dilakukan kajian ini akan memperkuat peran
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media penyiaran lokal dalam membangun iklim media yang sehat pemirsa yang cerdas.
Selain itu sinergitas penguatan kelembagaan antara KPID Jawa Barat dengan perguruan
tinggi akan memperkuat dukungan moril terhadap urgensi lembaga penyiaran yang ada di
Jawa Barat. Akhirul Kalam, kajian ini tak luput dari kekurangan untuk itu kami memohon
maaf atas segala kekurangan, masukan dan saran sangat kami nantikan. Terimakasih
kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kajian ini. Salam Penyiaran !

Bandung, 13 Desember 2018

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat
Ketua,

Dr. Dedeh Fardiah, M.Si.
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LITERASI MEDIA DI ERA
KOMUNIKASI DIGITAL

Dr. Dedeh Fardiah, M.Si.

Pendahuluan

anusia selalu ingin meningkatkan kualitas komunikasinya, berbagai penemuan

penting dibidang komunikasi terus berkembang. Itu pulalah mengapa revolusi

komunikasi selalubergerak sampaikapanpun. Proses sejarah panjang penemuan,
modifikasi, perkembangan komunikasi manusia secara langsung mempengaruhi bentuk
komunikasi bermedia yang dapat kita nikmati saat ini. Pada zaman sekarang, komunikasi
bermedia yang paling banyak diminati adalah Internet. Kemunculan internet sangat
berperan dalam hubungan digitalisasi dengan munculnya media baru. Media baru (New
Media) merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi
komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan.

Saat ini sudah menjadi kebutuhan, tidak kecuali masyarakat Indonesia. Menurut riset
platform manajemen mediasosial HootSuite dan agensi marketing sosial We Are Social “Global
Digital Reports 2020, hampir 64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan
jaringaninternet. Risetyangdirilis pada akhir Januari 2020 itu menyebutkan, jumlah penguna
internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang, sementara total jumlah penduduk
Indonesia  sekitar
272,1 juta.
Dibanding tahun
2019 lalu, jumlah
pengguna internet
di Indonesia
meningkat sekitar
17 persen atau 25
juta pengguna.

Gambar 1. Penguna
Internet di Indonesia
Sumber : wearesocial.
com, 2020
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Selama 2019, pengguna internet di Indonesia yang berusia 16 hingga 64 tahun
memiliki waktu rata-rata selama 7 jam 59 menit per hari untuk berselancar di dunia maya.
Angka tersebut melampaui rata-rata global yang hanya menghabiskan waktu 6 jam 43
menit di internet per harinya.

Munculnya istilah media baru atau New Media di akhir tahun 1980-an membuat
dunia media dan komunikasi terlihat sangat berbeda. Perkembangan media dari media
konvensional hingga media baru, turut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia
(aspek ekonomi, sosial dan budaya). Kehadiran New Media tidak lepas dari perkembangan
teknologi yang sifatnya dinamis. Di era New Media, perubahan bentuk, produksi, distribusi
dan konsumsi media terlihat sangat kompleks, sehingga media baru pun terus berubah dan
berkembang seiring berjalannya waktu. Salah satu perkembangan media baru yang pesat
adalah pada saat terjadinya digitalisasi.

Media baru (new media) merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan
konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung
ke dalam jaringan. Media baru adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi
(perantara) dari sumber informasi kepada penerima informasi. (Efendi, Astuti, & Rahayu,
2017)

Media baru adalah media yang berbasis internet dengan menggunakan komputer
dan telepon genggam canggih. Dua kekuatan utama perubahan awalnya adalah komunikasi
satelit dan pemanfaatan komputer. Kunci untuk kekuatan komputer yang besar sebagai
sebuah mesin komunikasi terletak pada proses digitalisasi yang memungkinkan segala
bentuk informasi dibawa dengan efisien dan saling berbaur. (McQuail, 2011)

Kekuatan new media terletak pada teknologi komunikasi yang melibatkan komputer,
agar mempermudah dan mempercepat mendapatkan informasi dari internet serta
karakteristiknya yang mudah di akses yaitu mudah di gunakan dimana saja tanpa melalui
komputer namun sekarang bisa melalui handphone smartphone, android, tablet bahkan
melalui smartwatch. Serta bersifat jaringan yaitu koneksi antar jaringan yang melibatkan
keinternet dengan adanya aplikasi-aplikasi yang menghubungkan koneksi internet dan
sangat interaktif .

Media baru digunakan untuk mengarah ke hal-hal sebagai berikut (Lister, Dovey;,
Giddings, Kelly, & Grant, 2009):

a. Pengalaman tekstual yang baru: genre dan bentuk teks yang baru, hiburan dan pola
konsumsi media (computer games, simulasi, special effect cinema)

b. Cara baru untuk merepresentasikan dunia: media yang selalu tidak bisa di definisikan
dengan jelas, menawarkan kemungkinan representasi dan pengalaman yang baru
(lingkungan virtual, multimedia interactif)

c. Hubungan baru antara subyek (pengguna dan konsumen) dengan teknologi media:
perubahan dalam penggunaan dan penerimaan image dan media komunikasi didalam
keseharian dan dalam pemaknaan yang ditaruh dalam teknologi media.

d. Pengalaman yang baru dalam hubungannya dengan personifikasi, identitas dan
komunitas: perubahan dalam pengalaman sosial dan personal dalam waktu, ruang dan
tempat (dalam skala global dan lokal) yang memiliki implikasi terhadap cara manusia
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mengalami diri sendiri dan tempat manusia di dunia.

e. Konsepsi baru terhadap hubungan tubuh biologis dengan teknologi media: tantangan
untuk menerima pembedaan antara manusia dan bukan, alami dan teknologi, tubuh
(dan media) sebagai pengganti secara teknologi, asli dan virtual.

Segala bentuk media baru sudah terbukti dapat memudahkan banyak orang, terutama
dalam bidang komunikasi dan informasi.

Fenomena Media Sosial

Kehadiran media baru dengan segala kelebihannya telah menjadi bagian hidup
manusia. Perkembangan zaman menghasilkan multiplatform, salah satunya adalah media
sosial. Media sosial merupakan media di internet yang memungkinkan pengguna untuk
mewakilkan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan
pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial merupakan media
digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang-waktu para penggunanya berinteraksi.

Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki
berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi,
media sosial juga menjadi sarana untuk penggunanya dalam menggali berbagai informasi.
Media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat yang harus didesain
sedemikian rupa agar media sosial tetap pada fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan
memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu. “The use of social media today ensures
immediacy and wider reception of contents that possibly can be accessed by over 80 per cent of
world’s population” (Penggunaan media sosial saat ini memastikan konten dapat diterima
dengan cepat dan penyebaran konten yang lebih luas yang mungkin dapat diakses oleh
lebih dari 80 persen populasi dunia). (Effiong, 2018)

Kekuatan media sosial memang tidak bisa dihindarkan mengingat visi internet
pada awalnya adalah untuk menghubungkan orang satu dengan lainnya. Tidak heran jika
penggunaan sosial media begitu intensif dan menyita banyak waktu. Data di dunia di tahun
2019 menunjukkan,

Gambar 2. Pengunaan
Media Sosial di Dunia
Sumber : wearesocial.

com, 2020 ™, ra, . % Hootsuite
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Berdasarkan data di atas, Facebook masih menjadi media sosial yang paling populer
di dunia dengan 2,449 milyar akun. Peringkat kedua ditempati oleh YouTube dengan jumlah
akun mencapai 2 milyar akun. Di peringkat tiga adalah Instagram dengan 1 milyar akun.
Selanjutnya adalah pendatang baru yang mencengangkan yakni Tiktok dengan 800 juta
akun. Penggunaan media sosial yang cukup intensif ini kemudian menimbulkan beberapa
masalah kesehatan fisik dan mental.

Media sosial merupakan sebuah media online dimana setiap penggunanya bisa bebas
untuk saling berbagi atau berpartisipasi baik itu informasi maupun hiburan yang mampu
mendukung adanya interaksi sosial (Prasetya, 2018). Media sosial adalah media online
yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang
mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer
sekarang ini antara lain: Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia. Definisi
lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media
yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas
maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang
menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. (Nasrullah,
2017)

Jejaring Sosial atau Social Network merupakan bagian internet yang mengalami
pertumbuhan sangat pesat. Situs-situs penyedia layanan jejaring sosial semacam Facebook,
Twitter, dan lain sebagainya semakin digemari masyarakat dari berbagai kalangan. Interaksi
di dalam dunia maya sudah semakin marak. Jejaring sosial atau social networking sudah
dikenal hampir oleh semua kalangan masyarakat, dari remaja, orang tua dan bahkan anak
kecil di sekolah dasar sudah bisa berinteraksi menggunakan jejaring sosial ini. “Media sosial
merupakan tempat di mana masyarakat jaman ini dapat dengan mudah berbagi informasi,
konten, data, kedalam koneksi jaringan mereka yang kemudian membuat social network.
(Pratama, 2014)

Menurut Sulianta (2015), karakterististik yang dijumpai pada media sosial yaitu
sebagai berikut:

1. Transparansi
Transparansi adalah keterbukaan informasi karena konten media sosial ditunjukkan
untuk konsumsi publik untuk sekelompok orang

2. Dialog dan Komunikasi
Ketika ada sebuah komunikasi maka akan terjalin hubungan dan komunikasi interaktif
menggunakan ragam fitur.

3. Jejaring Relasi
Hubungan antara pengguna layaknya jaring-jaring yang terhubung satu sama lain
dan semakin kompleks seraya mereka menjalin komunikasi dan terus membangun
pertemanan.

4. Multi Opini
Setiap orang yang menggunakan media sosial dengan mudahnya berargumen dan
mengutarakan pendapatnya.

Media sosial didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan
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internet dan teknologi web. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi
searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (one to many) menjadi
praktik komunikasi dialogis antar banyak audience (many to many). Media sosial
mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari
pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

Berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam
informasi, data dan isu yang termuat di dalamnya. Pada aspek lain, media sosial juga
menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain. Media sosial
pada dasarnya dapat menjadi gudang dan dokumentasi beragam konten, dari yang berupa
profil, informasi, reportase kejadian, rekaman peristiwa, sampai pada hasil-hasil riset kajian.

Maraknya Berita Hoaks

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi serta kemudahan dalam
penggunaannya menjadikan media online sebagai media penyebaran berita yang sangat
berpengaruh pada masyarakat saat ini. Penyebaran berita melalui media online tidak hanya
dilakukan oleh media-media komunikasi yang sudah memiliki nama, namun saat ini semua
orang juga dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Informasi-informasi yang
disebarkan oleh individual inilah yang lebih sering tidak memiliki pertanggung jawaban
atas kebenaran informasi tersebut berisi mengenai berita hoaks.

Selain itu, kemajuan teknologi komunikasi saat ini penyampaian informasi sangat
pesat dimana setiap orang dengan mudah memproduksi informasi, dan informasi yang
begitu cepat melalui beberapa media sosial seperti facebook, twitter, ataupun pesan telpon
genggam seperti, whatsapp dan lain sebagainya yang tidak dapat difilter dengan baik.
Informasi yang dikeluarkan baik orang perorang maupun badan usaha melalui media sosial
dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi
emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok.

Hal yang memprihatinkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah
informasi yang tidak akurat berupa informasi bohong (hoaks) dengan judul yang sangat
provokatif mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini negatif,
fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang
menjadi takut, terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat
merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi.

Berdasarkan survei Mastel, 92,40 persen masyarakat menyatakan media social
seperti Facebook, Twitter, maupun Instagram adalah saluran yang paling sering menjadi
medium mereka menerima berita hoaks. Selain itu, 62,80 persen menyatakan aplikasi
chatting sebagai saluran lain yang juga aktif digunakan dalam penyebaran hoaks. Selain
kedua saluran tersebut, situs web ternyata menjadi saluran ketiga yang dianggap masyarakat
sebagai penyebar hoaks. Sebanyak 34,90 persen masyarakat menyatakan hal ini. Bahkan,
media cetak pun tak lepas dari anggapan sebagai penyebar berita yang tidak tepat. Terlihat
dari 5 persen yang menyatakan media cetak sebagai saluran penyebar hoaks. Hal tersebut
di atas dapat dilihat pada diagram di bawah ini,
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Saluran Penyebaran Berita Hoax

Fradia

Gambar 3. Saluran
Penyebaran Hoaks
Sumber : Tirto.Id

Sejalan dengan data di atas Puslitbang Mafindo (Masyarakat Anti Finah Indonesia)
merilis data bahwa media sosial yang sering digunakan sebagai sarana penyebaran berita
hoaks adalah sebagai berikut,

‘ PLATFORM MEDIA SOSIAL

Dari segi saluran penyebaran hoaks,
Facebook tetap menjadi sarana yang

E S digunakan untuk menyebarkan hoaks,
R disusul Twitter.
" Untuk kategori aplikasi chat online,
WhatsApp adalah juaranya.

Gambar 4. Saluran Penyebaran Hoaks di Media Sosial
Sumber : Puslitbang Mafindo

Dalam melawan hoaks dan mencegah meluasnya dampak negatif hoaks, pemerintah
pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU No.
11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP,
serta UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskiriminasi Ras dan Etnis merupakan
beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoaks.
Selain produk hukum, pemerintah juga membentuk Badan Siber Nasional yang dapat
menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran informasi yang menyesatkan, selain
memanfaatkan program Internet Sehat dan Trust+Positif yang selama ini menjalankan
fungsi sensor dan pemblokiran situs atau website yang memiliki materi negatif yang
bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu disetiap wilayah Indonesia terdapat kelompok-kelompok yang peduli
terhadap maraknya berita bohong yang konsentrasi dalam pencegahan dan pemberantasan
berita hoaks, di Jawa Barat misalnya, dibentuk Tim Jabar Sapu Bersih (Saber) Hoaks secara
resmi diperkenalkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada tahun 2018. Tim
ini merupakan lembaga resmi di bawah naungan Diskominfo Provinsi Jawa Barat, yang
bertugas memverifikasi informasi sumir yang beredar di masyarakat. Kelompok-kelompok
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serupa pun marak seperti JAPELIDI (Jaringan Penggiat Literasi Digital), INCAKAP
(Internet Cerdas, Kreatif dan Produktif), SIBERKREASI (Gerakan Nasional Literasi
Digital), RTIK (Relawan Tekknologi Informasi dan Komunikasi). Komunitas-komunitas
seperti MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), KIM (Kelompok Informasi
Masyarakat) dan lain-lain berupaya dalam pemberantasan berita hoaks.

Dalam Cambridge Dictionary (2017), kata hoaks sendiri berarti tipuan atau lelucon.
Kegiatan menipu, rencana menipu, trik menipu, disebut dengan hoaks. Pada situs hoakses.
org dalam konteks budaya mengarah pada pengertian hoaks sebagai aktifitas menipu: Ketika
sebuah surat kabar dengan sengaja mencetak cerita palsu, aksi publisitas yang menyesatkan,
ancaman bom palsu, penipuan ilmiah, penipuan bisnis, dan klaim politik palsu sebagai
tipuan.

Hoaks dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar
dusta. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, hoaks artinya olok-olok, cerita bohong,
dan memperdayakan alias menipu. Walsh (2006) dalam bukunya berjudul “Sins Against
Science, The Scientific Media Hoakses of Poe, Twain, and Others” menuliskan bahwa istilah
hoaks sudah ada sejak tahun 1800 awal era revolusi industri di Inggris. Menurut seorang
penulis Curtis D. Macdougall (1958) hoaks adalah sebuah kebohongan yang secara sengaja
dibuat yang “menyamar” seolah berita itu adalah sebuah kebenaran.

Asal kata hoaks diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni ‘hocus’ dari
mantra ‘hocus pocus, frasa yang kerap disebut oleh pesulap, serupa ‘sim salabim’ Bahkan
Boese (2002) dalam bukunya “Museum of Hoakses” menuliskan bahwa jauh sebelum itu,
istilah hoaks pertama kali terpublikasi melalui almanak atau penanggalan palsu yang
dibuat oleh Isaac Bickerstaff pada tahun 1709 untuk meramalkan kematian astrolog John
Partridge. Istilah yang semakna dengan hoaks dalam jurnalistik adalah libel, yaitu berita
bohong, tidak benar, sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik.

Hoaks adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukan pemberitaan palsu atau
usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu. Pemberitaan
yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (nonfactual) untuk maksud tertentu.
Tujuan hoaks adalah sekadar lelucon, iseng, hingga membentuk opini publik. Intinya
hoaks itu sesat dan menyesatkan, apalagi jika pengguna internet tidak kritis dan langsung
membagikan berita yang dibaca kepada pengguna internet lainnya. (Juditha, 2018)

Hoaks dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar
main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan
opini publik) atau agitasi (hasutan). Hoaks biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat
ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya.
Berita hoaks seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan
langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media
resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang
pembuat hoaks. Di era teknologi digital saat ini , bukan hanya konten berupa teks yang bisa
dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat
berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Jika digambarkan dalam
ekosistem informasi sebagaimana tergambar dalam diagram berikut ini,
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Gambar 5.
Ekosistem
Informasi
Sumber : First
Draft 2019

Dalam ekosisten informasi ini hoaks berpusar pada misinformasi, disinformasi dan
malinformasi. Sebagai bentuk penyalahgunaan informasi, istilah hoaks kini lebih banyak
digantikan oleh misinformasi (kekeliruan informasi yang terjadi secara alamiah, tidak
disengaja)/disinformasi (penyesatan informasi yang dilakukan by design)

Hoaks dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar
main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan
opini publik) atau agitasi (hasutan). Hoaks biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke
permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya.

Saat ini, hoaks adalah kabar palsu yang sering muncul di internet dan memiliki
tujuan untuk menyebarkan kepanikan dan ketakutan massal. Kegiatan yang dilakukan
oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Media penyebaran hoaks internet
pertama yang diketahui adalah via email, biasanya berisi peringatan akan hal sebuah klaim
palsu. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama pada smartphone dan
media sosial, jenis hoaks di internet semakin banyak dan berbahaya. Kalau tidak hati-hati,
pengguna dunia maya atau netizen dapat dengan mudah termakan tipuan hoaks tersebut.
Bahkan malah bisa ikut menyebarkan hoaks, yang tentunya akan sangat merugikan bagi
pihak korban fitnah.

Hoaks adalah pemberitaan palsu dan upaya penyebarannya bertujuan agar para
pembaca percaya terhadap berita palsu tersebut. Berita rekayasa atau berita bohong adalah
penyimpangan dari kaidah jurnalistik. Salah satu kaidah yang menyatakan bahwa fact is
scared (fakta adalah suci) tidak lagi menjadi kaidah. Fakta bisa berbentuk suatu peristiwa
bisa pula berbentuk statement (pernyataan) narasumber. Fakta harus ditulis dan disiarkan
apa adanya tidak boleh dikurangi atau ditambah.

Karakteristik informasi atau pesan hoaks terus berkembang seiring perkembangan
zaman.Terdapat pula informasi atau pesan semi-hoaks, yaitu informasi yang esensinya
benar tetapi kegunaan dan nilainya dipertanyakan. Kebanyakan penyebaran informasi
hoaks berawal dari niat baik untuk memberikan perhatian atau menolong orang lain.
Akan tetapi, terdapat informasi hoaks yang dimaksudkan untuk kesenangan personal saat
berhasil menipu orang lain (Hesthi Rahayu & Utari, 2018)
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Di Indonesia, hoaks marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya
kampanye di media sosial. Hoaks bermunculan guna menjatuhkan citra lawan politik alias
kampanye hitam alias kampanye negatif. Menurut Dewan Pers, di Indonesia maraknya
hoaks juga karena adanya krisis kepercayaan terhadap media mainstream sehingga publik
menjatuhkan ke media abal-abal. Puslitbang Mafindo mencatat,

MAFINDO

5) MAPPING
= 2019

Py @ SEDARAN HOAKS

2019 jumlah hoaks 1221 buah.
Ada peningkatan 224 hoaks
dibanding 2018. Rata-rata
hoaks/bulan naik dari 83 hoaks
w00 pada 2018 menjadi 101
hoaks/bulan pada 2019, Hoaks
Gambar 6. Sebaran 250 harian naik 3-4 hoaks dari
Hoaks : el } tahun lalu yang hanyas 2-3

A Hoaks Par Chalan Pras Fisn hoaks/hari.
Sumber: Puslitbang
Mafindo HOAKS NAIK 22% DARI 2018 @

Maraknya hoaks menunjukkan trend meningkat dalam hitungan tahun, bulan
bahkan harian, Data di atas memberikan gambaran bagaimana hoaks itu telah menerpa
masyarakat kita melalui platform-platform media yang ada dalam genggamannya.

Literasi Media Solusi Harmonisasi Komunikasi Digital

Hoaks memberikan dampak negatif bagi siapa saja. Kontennya biasanya berisi
hal negatif, yang bersifat hasut dan fitnah. Hoaks akan menyasar emosi masyarakat, dan
menimbulkan opini negatif sehingga terjadi disharmoni komunikasi bahkan disintergratif
bangsa. Hoaks juga memberikan provokasi dan agitasi negatif, yaitu menyulut kebencian,
kemarahan, hasutan kepada orang banyak (untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan,
dan sebagainya) juga mengakibatkan tumpulnya daya nalar.

Hal ini terjadi tidak lepas dari perkembangan dewasa ini dimana berbagai jenis media
telah merambah ke berbagai kalangan dan komunitas di masyarakat, tanpa membedakan
strata sosial dan ekonomi. Penggunaan media komunikasi telah bergeser menjadi gaya
hidup masyarakat tertentu. Dalam konteks ini dapat dianalogikan bahwa teknologi media
telah mengambil bagian dari peran-peran tertentu di masyarakat.

Sejak terbukanya kebebasan informasi dan teknologi media, pertumbuhan media
massa dan media baru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Media komunikasi
yang telah bermetamorfosis menjadi media digital berkembang semakin beragam, lebih
gampangnya direpresentasikan oleh pertumbuhan smartphone dan sejenisnya. Dewasa
ini penetrasi berbagai jenis media tersebut telah merambah ke berbagai kalangan dan
komunitas di masyarakat, tanpa membedakan strata sosial dan ekonomi. Penggunaan media
komunikasi smartphone dan sejenisnya telah bergeser menjadi gaya hidup masyarakat
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tertentu. Maka tidak heran jika kehidupan masyarakat kita saat ini tidak bisa terpisahkan
oleh kehadiran teknologi media komunikasi.

Seiringdenganberkembangnyateknologikomunikasitentuadabeberapakonsekuensi,
baik yang berkonotasi positif maupun negatif atas pengaruh penggunaan teknologi media
komunikasi itu. Menurut Baran (Stanley J. Baran, 2010), media berpengaruh terhadap
budaya khalayak dengan ragam cara. Maka tidak heran jika kehidupan masyarakat kita saat
ini tidak bisa terpisahkan oleh kehadiran teknologi media komunikasi.

Fenomena semakin semarak ketika media massa saling berlomba dalam memberikan
layanan informasi kepada konsumennya. Tingginya penetrasi media komunikasi itu
dampaknya semakin sulit terkontrol. Kini khalayak tidak sekedar mendapatkan informasi,
pengetahuan, dan hiburan, tetapi bisa berinteraktif langsung. Pada saat yang sama media
menanamkan nilai ideologi baru berupa gaya hidup, budaya konsumerime dan model
peniruan sikap dan perilaku para artis/aktor tertentu yang dipopulerkan media. Maka
dari itu sudah waktunya penetrasi media yang semakin gencar dan bebas harus diimbangi
dengan literasi media sebagai budaya tangkal atas dampak negatif media. Disamping itu
literasi media juga bertujuan untuk melindungi khalayak yang rentan dan lemah terhadap
dampak media penetrasi budaya media baru.

Perkembangan yang semakin masif dalam media yang berpengaruh kepada
khalayak membutuhkan budaya baru dalam mengkonsumsi media secara sehat. Seiring
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka literasi media menjadi
hal yang urgen dilakukan. Literasi media tentu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa
peran serta masyarakat. Peran itu dapat berupa individu, komunitas, kelompok, dan
budaya lokal setempat. Peran individu lebih difokuskan pada bimbingan orang tua sebagai
kepala keluarga atas konsumsi media di lingkungannya. Demikian juga pengawasan di
komunitas, kelompok masyarakat tertentu yang peduli terhadap perkembangan media,
serta pemberdayaan kearifan lokal yang berkembang di komunitas masyarakat.

Pada saat ini, ketika jumlah informasi yang berlimpah membuat kita sulit
memisahkan informasi yang dapat dipercaya dengan informasi yang kebenarannya dibuat-
buat (fabricated information) maka literasi media hadir sebagai benteng bagi khalayak agar
kritis terhadap isi media, sekaligus menentukan informasi yang dibutuhkan dari media.
Literasi media diperlukan di tengah kejenuhan informasi, tingginya terpaan media, dan
berbagai permasalahan dalam informasi tersebut yang mengepung kehidupan kita sehari-
hari. Literasi media memberikan panduan tentang bagaimana mengambil kontrol atas
informasi yang disediakan oleh media. Semakin media literate seseorang, maka semakin
mampu orang tersebut melihat batas antara dunia nyata dengan dunia yang dikonstruksi
oleh media.

Literasi media penting karena literasi media merupakan kemampuan untuk
mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan isi pesan media dan
menjadikan media sebagai fokus utamanya. Dasar dari media literasi adalah aktivitas
yang sangat menekankan aspek edukasi di kalangan masyarakat agar mereka mengetahui
bagaimana mengakses, memilih program yang bermanfaat dan sesuai kebutuhan yang ada.
(Rizki, 2018) (Rachmiatie, 2009)(Suwatno, 2019)
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Menurut Tamburaka (Tamburaka, 2013), Literasi Media adalah media tempat
pertukaran pesan dan literacy berarti melek, kemudian dikenal dengan istilah literasi
media. Dalam hal ini literasi media merujuk pada kemampuan khalayak yang melek
terhadap media dan pesan media massa dalam konteks komunikasi massa. Istilah literasi
media juga dikenal dengan istilah melek media dan pada dasarnya memiliki maksud yang
sama. Beberapa ahli pada intinya mengemukakan bahwa.

Sementara itu, literasi media digital adalah ketertarikan, sikap dan kemampuan
individu dalam menggunakan teknologi digital serta alat komunikasi untuk mengakses,
mengelola, mengintegrasikan, menganalisis dan mengevaluasi informasi, membangun
sebuah pengetahuan baru, dan membuat serta berkomunikasi dengan orang lain agar dapat
berpatisipasi secara efektif dalam masyarakat. (Rizki, 2018)

Tujuan mendasar literasi media mengajak khalayak atau pengguna media untuk
menganalisis pesan yang disampaikan oleh media, mempertimbangkan tujuan komersil
dan politik di balik suatu citra atau pesan media, dan meneliti siapa yang bertanggung
jawab atas pesan atau ide yang diimplikasikan oleh pesan atau citra itu.

Silverblatt (Silverblatt, 1995) mengidentifikasikan lima element literasi media yaitu :
1. An awareness of the impact of the media in the individual and society (Kesadaran akan

dampak media pada individu dan masyarakat).

2. An understanding of the process of mass communication (Pemahaman atas proses
komunikasi massa).

3. The development of strategies with which to analyse and discuss media massages
(Pengembangan strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan media).

4. An awareness of media content as a “text” that provides insight into our contemporary
culture and overselves (Kesadaran atas konten media sebagai sebuah teks yang
memberikan pemahaman kepada budaya kita dan diri kita sendiri).

5. The cultivation af an enchanced enjotment, understanding, and appreciation of media
content (Pemahaman kesenangan, pemahaman dan apresiasi yang ditingkatkan terhadap
konten media).

Pentingnya literasi media tidak hanya sekadar kemampuan membaca dan
menulis, tetapi literasi bisa berarti melek teknologi, politik, berpikir kritis, dan peka
terhadapi lingkungan sekitar. Menurut Wells terdapat empat tingkatan literasi, yaitu
performative, functional, informational, dan epistemic. Literasi tingkatan pertama adalah
sekadar mampu membaca dan menulis. Literasi tingkatan kedua adalah menunjukkan
kemampuan menggunakan bahasa untuk keperluan hidup atau skill for survival (seperti
membaca manual, mengisi formulir, dsb). Literasi tingkatan ketiga adalah menunjukkan
kemampuan untuk mengakses pengetahuan. Literasi tingkatan keempat menunjukkan
kemampuan mentransformasikan pengetahuan. Literasi menjadi kecakapan hidup yang
menjadikan manusia berfungsi maksimal dalam masyarakat. Kecakapan hidup bersumber
dari kemampuan memecahkan masalah melalui kegiatan berpikir kritis. Selain itu, literasi
juga menjadi refleksi penguasaan dan apresiasi budaya. Masyarakat yang berbudaya
adalah masyarakat yang menanamkan nilai-nilai positif sebagai upaya aktualisasi dirinya.
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Aktualisasi diri terbentuk melalui interpretasi, yaitu kegiatan mencari dan membangun
makna kehidupan. Hal tersebut dapat dicapai melalui penguasaan literasi yang baik.
(Febrianti & Irianto, 2017)

Media literacy—indeed literacy more generally—is the ability to access, analyze,
evaluate, and create messages in a variety of forms (Aufderheide, 1993; Christ & Potter,
1998). These four components—access, analysis, evaluation, and content creation—together
constitute a skills-based approach to media literacy. Each component supports the others as
palivingrt of a nonlinear, dynamic learning process: Learning to create content helps one to
analyze that produced professionally by others; skills in analysis and evaluation open the doors
to new uses of the Internet, expanding access, and so forth. (Livingstone, 2004)

Hasil penelitian (Yodiansyah, 2018) menemukan bahwa kontribusi literasi
media massa ini sangat berguna bagi kehidupan masyarakat dengan syarat literasi media
dipergunakan dengan sehat dan teratur. Literasi media dapat memotivasi penggunanya
untuk memahami efek di masa depan.

Merunut pada realitas di atas, di mana komunikasi yang dilakukan saat ini, tidak
hanya sekadar konvensional, tetapi mengalami perkembangan dengan ditemukannya alat-
alat teknologi yang disebut komunikasi digital sehingga kehadirannya ibarat pisau bermata
dua yang memberi manfaat, tetapi juga menyimpan ancaman merugikan bagi khalayak
sehingga menimbulkan disharmoni dalam proses komunikasi. Maka, khalayak perlu
belajar memahami manfaat dan ancaman media dengan bersiasat ketika menghadapinya
agar cerdas berhadapan dengan media.

Berdasarkan konsep-konsep yang telah dikemukakan maka literasi media dapat
menjadi solusi konkrit ketika terjadi disharmoni komunikasi. Sesuai dengan perkembangan
revolusi digital, literasi media berkembang menjadi :

1. Multipleliteracy, yang terdiri dari dua skill:

1) Mengenali beragam ekspresi linguistik, dan menyusunnya menjadi berbagai bentuk
teks (tulisan, audio, audiovisual, iklan, infografis, dll)

2) Menggunakan berbagai platform media dan teknologi informasi untuk
menyampaikannya (mulai dari media tradisional hingga media baru dan media-
media sosial).

2. Transliteracy: kemampuan membaca, dan berinteraksi dari satu jenis media ke media
lainnya,mulai dari lisan dan tulisan di media tradisional hingga berpindah ke media
online dan platform media sosial.

Metaliteracy : kemampuan untuk beradaptasi pada perubahan teknologi dan
lingkungan pembelajarannya, sekaligus mampu mengombinasikan dan memahami tautan
berbagai bentuk literasi. Untuk mencapai ini seseorang harus menguasai (1) visualliteracy,
(2) medialiteracy, (3) computerliteracy, dan (4) networkliteracy (Mackey dan Jacobson, 2010)

Pada konteks ini, literasi media sebagai solusi harmonisasi komunikasi digital dapat
dilakukan dengan memperhatikan mapping berdasarkan basisnya yakni literasi berbasis
medium, literasi media berbasis pesan dan literasi media berbasis topik yang dapat
digambarkan pada info grafis berikut ini:
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Gambar 7. Mapping Literasi Media
(Sumber: Herlina,2019)

Literasi media berbasis medium berbasis pada jenis media yang berkembang
dari jaman ke jaman, dimulai dengan media cetak, media penyiaran, media film dan
media digital. Beberapa perkembangan jenis media ini menuntut agar kita bijak dalam
menggunakannya. Keterampilan literasi media menyesuaikan medium yang dihadapi, tiap
medium ini memiliki karakteristik berbeda sehinga cara akses, memilih, memahami dan
menganalisa konten serta efek yang ditimbulkan berbeda. Maka individu perlu strategi
khusus dalam berhadapan dengan media.Literasi media berbasis pesan menggambarkan
bahwa jenis pesan media sangat beragam yang memiliki ciri, tujuan, manfaat dan masalah
yang berbeda. Pemahaman karakteristik pesan berdampak pada pemahaman audiens
dengan baik.Pengetahuan mengenai berbagai pesan media juga mampu membuat individu
memilah pesan berkualitas dan menggunakannya secara tepat.

Literasi media berbasis topik merunut pada beragamnya bentuk pesan dan format
yang disesuaikan dengan tema yang berkembang di masyarakat. Topik yang ditampilkan
dalam media akan berdampak pada audiens secara indivdu dan kolektif. Karena faktor
inilah individu mesti memahami situasi sosial yang tengah terjadi sehingga membuat
keputusan penting dalam mencermati tema yang berkembang diberbagai media seperti isu
mengenai kewargaan misalnya dengan kehadiran media digital dibarengi kemampuannya
memfasilitasi warga mendorong terbentuknya konsep kewargaan digital (digital citizenship).
Isu tentang seks dan gender juga seringkali membuahkan beberapa masalah seperti
stereotipe diskriminasi dan marjinalisasi, karena itu literasi media tentang topik ini juga
penting.

Topik mengenai multukulturalisme seringkali juga mengalami polemik, secara
historis dan geografis, Indonesia terbentuk menjadi megara multikultur. Globalisasi
mengaburkan batas-batas negara karena kecanggihan teknologi komunikasi. Hal ini
berdampak interaksi antar budaya menjadi semakin intensif. Secara positif, asimilasi dan
akulturasi budaya semakin massif. Sebaliknya, secara negatif chauvinisme dan ekstrimisme
juga menguat. Maka literasi media mengenai isu multukulturalisme menjadi penting
diberikan kepada masyarakat. Topik lain yang tak kalah penting adalah tentang kesehatan,
terlebih di era pandemi ini masyarakat banyak terpapar informasi-informasi yang simpang
siur mengenai kesehatan maka literasi media berbasis kesehatan sangat penting agar dapat
mencegah perilaku tidak sehat dengan cara kritis dalam mencermati informasi tentang
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kesehatan. WHO memandang literasi kesehatan digital misalnya saja dapat meningkatkan
kualitas, kemampuan, efesiensi, dan akses terhadap informasi dan layanan perawatan
kesehatan dapat meningkatkan kualitas kesehatan.

Topik selanjutnya adalah tentang pornografi, tema ini marak sejalan dengan
perkembangan media multiplatform. Konten pornografi merebak karena era digital
memudahkan produksi, penyebaran dan konsumsi konten baik dalam bentuk situs media
sosial hingga berbentuk gim. Oleh karena itu, literasi media yang mengangkat isu pornografi
menjadi penting agar semua pihak bisa melindungi masyarakat terutama anak-anak dan
remaja sebagai kelompok rentan, dengan cara preparasionis, proteksionis, partisipatif
maupun advokasi. Isu terakhir adalah literasi media mengenai kekerasan, topik ini mundul
karena media secara konsisten menampilkan kekerasan dalam berbagai bentuk berita, film.
Lagu, iklan baik berupa kata-kata, gambar, visual, perilaku dan lain-lain. Literasi media
dengan topik kekerasan diperlukan untuk membatasai paparan konten kekersan dan
mengantisipasi agar audiens mampu mengkritisi tingkat kekerasan yang dapat ditoleransi
sesuai dengan usia.

Penutup

Komunikasi digital menjadi bagian dari masyarakat membuat perubahan terhadap
kehidupan masyarakat itu sendiri. Konsep komunikasi digital akan selalu berkembang
sesuai dengan perubahan zaman yang dipengaruhi dengan penemuan alat-alat berbasis
teknologi.Manfaat dari sistem komunikasi seperti ini dengan cepat dipahami dan ditangkap
cepat oleh masyarakat, karena dapat diakses di mana saja.

Disisi lain komunikasi melalui media digital menjadi pisau bermata dua yang
memberi manfaat, tetapi juga menyimpan ancaman merugikan bagi khalayak. Jumlah
informasi yang berlimpah membuat kita sulit memisahkan informasi yang dapat dipercaya
dengan informasi yang kebenarannya dibuat-buat (fabricated information) sehingga muncul
fenomena disharmoni komunikasi bermedia dengan maraknya berita hoaks. Konflik antara
kecepatan dan akurasi. Publik menginginkan informasi akurat secepat mungkin. Namun
karena mengejar kecepatan, tak jarang informasi yang tersebar justru kurang akurat atau
belum diverifikasi, di mana orang diberi kemudahan untuk menyebarkan misinformasi
yang seakan-akan berasal dari sumber resmi dan otoritatif.

Oleh karena itu, khalayak perlu belajar memahami manfaat dan ancaman media
dengan bersiasat ketika menghadapinya, sehingga cerdas berhadapan dengan media.
Literasi media menjadi solusi ketika masyarakat berhadapan dengan media sehingga dapat
memeriksa akuntabilitas dan kebenaran dari sebuah informasi. Namun lebih dari itu,
literasi media adalah kompetensi esensial yang wajib dimiliki dan dikuasai oleh penguna
media. Dalam hal ini sikap Tabayyun sangat urgen di dalam menciptakan harmonisasi
komunikasi digital terlebih lagi masyarakat saat ini mengalami keterbukaan dan kemudahan
dalam menyampaikan informasi. Karena itu diperlukan Tabayyun sebagai sikap untuk
memperhatikan kualitas informasi yang diterima dan yang disampaikan.
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‘CORONA, ‘PUBLIC SPHERE’ MEDIA,
DAN SOLIDARITAS PAGUYUBAN
WARGA

Dr. Aep Wahyudin, M.Si., M.l.Kom

Pendahuluan: ‘Shocking World’ Coronavirus

unia ‘most shocking World’, yang terjadi pada Januari 2020 lalu, warga dunia

digemparkan dengan temuan kasus wabah virus corona yang diduga sumber

asalnya dari Kota Wuhan, Cina, seperti diberitakan BBC News, ‘New coronavirus
clusters have been reported in Wuhan city - where the virus first emerged - and the north-
eastern province of Jilin in China’.! Tak hanya kehidupan sosial-ekonomi yang berimbas
atas wabah virus corona ini, berbagai negara-negara lain pun ikut terkena dampak
pandemiknya, tidak terkecuali Negara-negara di Asia Tengara termasuk Indonesia salah
satunya. Berbagai media di setiap negara memberitakan coronavirus yang sudah menjadi
pandemik ke seluruh dunia.

Coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocronavirinae dalam
keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan
penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus
menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun
beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan
(Yunus, Rezki, 2020)

Pandemi corona yang sudah mewabah ke berbagai belahan dunia, bersumber data
dari Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE tertanggal 3 Maret 2020,
tercatat kasus wabah virus corona mencapai 89.254 kasus dan yang dinyatakan meninggal
ada 3.048 kasus, serta 45.393 kasus yang dapat dipulihkan yang tersebar diberbagai dunia.
Berdasarkan data dari worldometers.info per Rabu (13/05/2020), total kasus Covid-19 di
seluruh dunia mencapai 4.342.848 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 292.899 orang
meninggal dunia dan 1.602.713 pasien telah dinyatakan sembuh. Terdapat 2.447.236 kasus
aktif atau pasien Covid-19 dalam perawatan yang tersebar di berbagai negara. Tercatat ada

Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat. Email addres: fwahyu2000@yahoo.com, doktoraepwahyudin@
gmail.com, aep.wahyudin@uinsgd.ac.id

1 www.bbc.com/news/world-asia-china, Coronavirus: Wuhan in first virus cluster since end of lockdown

2 https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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5246 penambahan kasus baru di seluruh dunia pada hari ini (Wedhaswary, 2020). Dan
menurut data World Health Organizatiom (WHO), hingga penulisan artikel ini, 22 juni
2020, telah menembus angka 8.807.398 kasus.’

Pademi virus ini merupakan A crucial step in reigning, di sebutkan oleh Morgan

McFall-Johnsen and Aria Bendix (2020),

A crucial step in reigning in the coronavirus pandemic is determining exactly how
contagious it is. That comes down to one crucial metric: the RO (pronounced R-naught).
RO refers to the average number of people that one sick person goes on to infect in a
group that has no immunity. Experts use it to predict how far and how fast a disease
will spread, and the number can also inform policy decisions about how to contain
an outbreak”R0 is a population-based determination that helps you to decide, is the
outbreak taking off, leveling off, or diminishing?” Anthony Fauci, director of the National
Institute of Allergy and Infectious Diseases, said in a February interview hosted by the

Journal of the American Medical Association”

Dilansir Channel News Asia, dalam sebuah analisis tentang bagaimana penyebaran
informasi yang salah dapat mempengaruhi penyebaran penyakit, para ilmuwan di
East Anglia University (UEA) Inggris mengatakan bahwa setiap upaya yang berhasil
menghentikan orang membagikan berita palsu dapat membantu menyelamatkan nyawa.
Paul Hunter, seorang profesor UEA mengemukakan “ketika berbicara tentang Covid-19, ada
banyak spekulasi, informasi yang salah dan berita palsu yang beredar di internet - tentang
bagaimana virus itu berasal, apa yang menyebabkannya dan bagaimana penyebarannya,
informasi yang salah berarti bahwa saran buruk dapat beredar dengan sangat cepat - dan itu
dapat mengubah perilaku manusia untuk mengambil risiko yang lebih besar”*

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Michael McCauley, Sara Minsky &
Kasisomayajula Viswanath, 2013 menunjukkan bahwa terlalu banyak informasi, tidak
seimbang atau disaring, berbahaya dan mengaburkan keputusan terkait kesehatan yang
baik. Selanjutnya hasil studi menunjukkan bahwa cakupan peliputan Covid-19 lebih masif
dibanding Ebola.Tingginya intensitas peliputan Covid-19 ini lantaran perjangkitannya
yang cepat dan memakan banyak korban. Per 21 Februari 2020 kasus perjangkitan
Covid-19 hanya terdapat di 29 negara. Namun dalam jangka waktu seminggu, penyakit ini
telah menyebar ke 61 negara. Total kasus lebih dari 100.000 dan kematian lebih dari 3000,
melampaui angka kematian akibat SARS. (Ruliana, 2020)

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut ini pertempuran
melawan “trolland conspiracy theories” Menurut Tedros, informasi yang salah menyebabkan
kebingungan dan menyebarkan ketakutan sehingga menghambat respons terhadap wabah.
“Misinformation about the corona virus is perhaps the most contagious thing about it,*"
Hasil penelitian Hunter menunjukkan bahwa memperhitungkan bagaimana rendahnya
kepercayaan publik pada pihak berwenang terkait dengan kecenderungan untuk percaya
teori konspirasi, dan bagaimana orang berinteraksi dalam gelembung informasi online.

Impac dari coronavirus ini memiliki efek emosional dan bahkan dalam kintejs

3 www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
4 https://www.channelnewsasia.com/news/topics/coronavirus-covid-19
5 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers
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tertentu berlebihan, termasuk ketika menghubungkannya dengan novel, seperti dinatakan
dalam journal Psychiatry Research tentang The emotional impact of Coronavirus 2019-n
CoV (new Coronavirus disease) yang menyatakan bahwa “The emergence of a novel form of
Coronavirus (2019-nCoV) in Wuhan has created a confused and rapidly evolving situation.
Not surprisingly, the UK media are already reporting a substantial psychological impact of
both the outbreak and the response. Residents have been comparing the situation to “the
end of the world,” hospitals are “overwhelmed” and there are concerns about food shortages.
“Panic in Wuhan” is a common refrain (Rubin and Wessely, 2020). In this situational
framework, patients and front-line healthcare workers are vulnerable to the emotional
impact of oronavirus (Xiang et al., 2020; Maunder et al., 2003; Folkman and Greer, 2000)

Realitas Kecemasan

Coronavirus ini menjadi realitas yang berhenti dari realitas biasnya, Josh Cohen
dalam “The Guardian’ menyebutkan bahwa Coronavirus has exposed the reality of a world
without work’.® Termasuk realitas di Indonesia, wabah virus corona kini menjadi realitas
sosial yang harus dihadapi masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Dampak wabah virus
corona ini menciptakan ketakukan (frightened), kematian (death), penyakit (disease),
kekurangnyamanan (discomfort), kekurang-puasan (dissatisfication), dan kemiskinan
(poverty). Oleh karena itulah untuk menanggulangi wabah virus corona tidak hanya
dilakukan dengan intervensi dibidang kesehatan saja, tetapi harus dilakukan secara terpadu
(lintas sektoral).

Realitas sosial karena pandemik, perllu Intervensi sosial (social intervention)
dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kondisi masyarakat yang disorganisasi, disfungsi
sosial dan social distrust. Dengan adanya intervensi sosial, diharapkan dapat memperbaiki
fungsi sosial atau mencegah individu atau kelompok masyarakat tertentu mengalami
disfungsi akibat fenomena wabah virus corona. Intervensi sosial yang dapat dilakukan oleh
Negara, lembaga terkait NGO, media dan lain-lain, antara lain: memberikan pelayanan
sosial, pelayanan fisik, pelayanan psikososial, pelayanan ketrampilan dalam mencegah agar
tidak terjangkit virus corona atau ketrampilan hidup sehat, pelayanan spiritual, pelayanan
pendampingan, pelayanan advokasi, dan pelayanan edukasi atas informasi seputar virus
corona. Intervensi sosial ini juga harus dilakukan oleh tenaga yang ahli dibidangnya,
jangan hanya sebatas memenuhi proyek kemudian menggunakan tenaga yang bukan
ahli dibidangnya. Intervensi sosial ini juga dapat dilakukan dengan level sasaran berupa
individu, keluarga, kelompok sosial tertentu, atau komunitas.

Selain intervensi sosial, sekiranya pemerintah juga dapat membuat sistem manajemen
informasi berbasis media mainstream terestrial dan digital. Sistem manajemen informasi
media mainstream terrestrial dan digital ini dapat menjadi sumber utama masyarakat
mengetahui berita seputar virus corona dengan valid dan benar. Sehingga masyarakat
tidak menjadi korban ‘hoax” pada berbagai oknum, buzzer media online tertentu. Sistem

6 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/29/coronavirus-reality-work-unemploy
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manajemen informasi media mainstream terestrial dan digital ini juga menjadi akses
masyarakat untuk berpartisipasi memberikan informasi dilingkungan tempat tinggalnya
terkait kasus masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

Saat awal ramai isu wabah virus corona, masyarakat Indonesia merespon fenomena
global ini dengan berbagai reaksi. Ada yang merespon dengan tenang, serius, satire,
sampai ada yang merespon dengan berbagai candaan. Hingga akhirnya pada 2 Maret 2020,
pemerintah menyatakan bahwa ada dua warga Indonesia yang positif terjangkit virus
corona, termasuk juga pemberitaan kasus korban postitif lainnya. Pernyataan ini rupanya
mempengaruhi situasi dan kondisi psikologis dan sosiologis masyarakat Indonesia,
khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah korban yang positif terjangkit virus corona,
tidak jarang efek sosial menjadi lebih besar baik terhadap korban maupun persepsi dari
lingkungan sekitar. Anne Kerr dalam bukunya yang berjudul “Genetics and Society: A
Sociology of Disease” menjelaskan bahwa fenomena wabah penyakit di masyarakat dapat
membuat masyarakat mengalami kecemasan (anxiety) dan ketakutan (fear).” Lalu manakah
yang dominan, rasa cemas atau takut atau harapan? Hal ini perlu diperhatikan oleh semua
pihak, terlebih oleh pemerintah sebagai sumber informasi dan media sebagai saluran
informasi kepada publik.

Konstalasi pemberitaan lebih lanjut, pada awal Maret 2020, saat penderita Covid-19
di Indonesia masih terhitung sedikit kasus, nampak pola pemberitaan di media terutama
online, dan hasilnya wacana pemberitaan Covid-19 masih didominasi oleh pemberitaan
mengenai korban, ‘victim centric. Masih sedikit porsi media yang secara dialektis membahas
analisis, kronologis, cara-cara penyebaran, penanganan yang dibahas secara saintifik dan
utuh, sertakomentar-komentar tokoh yangkompeten dan mencerahkan publik. Pemberitaan
masih didominasi oleh wacana sensasi dan mengesampingkan aspek pendidikan kepada
publik. Terakhir, pada 13 Maret atau Jumat, satu hari sebelum banyak institusi pendidikan
seperti sekolah dan kampus memberlakukan pembatasan pembelajaran tatap muka, ketika
penderita mulai di atas banyak, wacana di Grup Whatsapp dan Instagram telah banyak
juga, atau lebih tepatnya kembali, dengan informasi yang lebih dominan tentang konten
kepanikan.

Kepanikan tersebut, karena pemberitan yang diterima oleh publik tidak memiliki
orientasi dan sumber yang jelas, pasti dan dipercaya. Kebijakan Pemerintah, mencoba
membangun sumber informasi satu pintu, mulai meredam terhadap gejolak informasi
yang terjadi di masyarakat, meskipun masih perlu dikritisi dan perlu perbaikan lebih
komprehensif. Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona
(COVID-19) meluncurkan situs resmi terkait penanganan virus Corona, yang Kkini
menjadi pandemi global. Pemerintah berharap informasi mengenai penanganan Corona
bisa merujuk pada satu sumber, yang informasi tersebut disiarkan secara live oleh media
mainstream.

7 Anne Kerr (Author), (2004) Genetics and Society: A Sociology of Disease 1st Edition, Genetic science has advanced rapidly
in recent years; things happen now that might have seemed like science fiction only ten years ago. Genetics and Society
looks at the history of this science and the wide-ranging impact it has had on contemporary society. Using fascinating and
cutting-edge examples throughout, Anne Kerr examines topics as diverse as the institutional structures that have grown
up around the diagnosis and treatment of genetic disorders
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‘Public Sphere’ Media

Virus korona atau covid-19 telah membuat banyak warga panik. Padahal menurut
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M. Faqih, penyakit ini fatalitasnya rendah.
Menurutnya kematian yang disebabkan oleh penyakit ini hanya sekitar 2-3 persen. Ini
artinya 97 persen lainnya sembuh. Banyak penyakit lain yang sesungguhnya lebih berbahaya
seperti kasus demam berdarah (DBD) dan Tuberculosis (TBC). “Beda dengan DBD jumlah
14.000 tapi tak ramai. (Kumara Anggita, 2020)

Dalam kasus gawat darurat dan epidemi, media berperan penting sebagai penyambung
lidah antara pemerintah ataupun tenaga kesehatan dengan masyarakat dengan melaporkan
berita terbaru dan informasi penting terkait penanganan maupun pencegahan yang dapat
dilakukan di tingkat individu. Tidak kalah penting, media juga berperan sebagai faktor
pemungkin (enabling factor) untuk mendorong kebijakan berwawasan kesehatan dan
perubahan perilaku masyarakat lewat informasi dan ajakan promosi kesehatan. Kebijakan
media dalam memutuskan berita yang layak dipublikasikan juga berkontribusi membentuk
perbincangan publik. Media dapat mengarahkan terhadap hal-hal apa saja yang sepatutnya
menjadi perhatian bersama. CISDI memonitor lebih dari 150 berita yang ditulis oleh media
konvensional dan digital terkait perkembangan virus Korona dalam kurun waktu sebulan
terakhir. Beberapa perspektif berita yang tampaknya digemari masyarakat di antaranya
terkait pernyataan pemerintah yang berupaya meredam kepanikan masyarakat. Berikut
adalah beberapa poin amatan saya menyoal pemberitaan COVID-19 oleh media.

Seiring pandemi ini terjadi di berbagai belahan dunia, terminologi “infodemics”
banyak muncul karena semakin menjamurnya informasi yang kurang akurat terkait
Covid-19. WHO mendeskripsikan infodemics sebagai an over-abundance of information,
some accurate and some not, that makes it hard for people to find trustworthy sources and
reliable guidance when they need it. Jika kondisi ini dipadukan dengan konsep convergence
Henry Jenkins, maka, kondisi over abundance of information atau tumpah ruahnya
informasi di sekeliling kita semakin dirusak oleh kondisi ketika setiap khalayak dengan
smartphone memiliki kemampuan mereproduksi dan mendistribusikan suatu konten sesuai
dengan selera masing-masing, dalam konteks yang berbeda-beda, terkadang semena-mena
sesuai dengan yang mereka inginkan. Akibatnya, makna yang muncul seringkali melenceng
dari makna awal konten tersebut diciptakan. Kondisi ini kembali diperparah ketika audiens
berada pada lingkaran informasi yang diistilahkan Birchall dalam “knowledge goes pop”.
Pengetahuan dan informasi semacam ini memiliki karakter “deny scientific rationalism and
justified true belief as the only criteria for knowledge” (Birchall, 2006). Argumen ini padu
dengan tesis mengenai kecenderungan publik kini yang menganggap kebenaran (truth)
sebagai yang “lebih berfungsi” (functioned) dalam kehidupan sehari hari mereka, daripada
truth dalam kerangka logic pada masa terdahulu. (Purwoko, 2020)

Dalam konteks global tentang coronavirus ini, di media internasional terjadi ‘saling
tuding’ antara Amerika dan Cina. Amerika Serikat dan China sempat saling tuding soal
asal usul pandemi Covid Corona-19. Presiden Donald Trump menyebutnya sebagai
‘Chinese Virus’ alias virus dari Tiongkok. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar
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Negeri China, Zhao Lijian bikin geger saat mengatakan, “bisa jadi US Army atau tentara
AS yang membawa epidemi itu ke Wuhan”. Perseteruan itu pun dipertegas dalam sebuah
wawancara dengan CNBC, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo bersikap
rasis dengan menyebut COVID-19 sebagai “virus corona Wuhan.” Padahal WHO sendiri
pernah menegaskan bahwa memakai nama wilayah untuk menyebut suatu virus adalah
sesuatu yang tidak diperkenankan. Ini karena potensi stigma dan xenofobia yang muncul
sangat merugikan. Tetapi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru mengeluarkan
komentar bahwa COVID-19 adalah “virus asing”

Di Indonesia, sebuah perusahaan riset pasar Kantar merilis laporan riset berbasis
pemantauan media sosial dan mesin pencari dengan topik Covid-19 di Indonesia. Menurut
laporan bertajuk “Covid Pulse, How are Indonesian Feeling?” tersebut, peningkatan signifikan
kasus infeksi dan kematian Covid-19 di Indonesia telah meningkatkan kekhawatiran
masyarakat Indonesia. Laporan Kantar juga menyebutkan ada tujuh topik percakapan
seputar Covid-19 di antara pengguna Internet di Indonesia. Topik pertama adalah
bagaimana respons pemerintah terhadap pandemi global ini, diikuti oleh status penyebaran
infeksi dan perlindungan diri. Topik selanjutnya yang paling banyak diperbincangkan
adalah perlindungan diri dan respons dunia internasional. Selain itu, pengguna Internet
di Indonesia juga membicarakan new normal, yang merujuk pada situasi dan kebiasaan
“baru” sebagian orang yang terpaksa melakukan aktivitasnya dari rumah, dan diikuti oleh
topik mengenai reaksi kepanikan.Terakhir, topik percakapan media sosial di Indonesia
banyak membahas dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Media sebagai ruang public sphere® yang memiliki fungsi tersendiri bagi publik®.
Media komunikasi paling tidak mempunyai empat fungsi dalam masyarakat. Teori ini
diajukan oleh William L. River-Jay W. Jensen dan Teodore Peterson. Harold Lasswell
kemudian dengan baik telah mendefinisikan tiga di antaranya: yaitu penjagaan lingkungan
yang mendukung; pengaitan berbagai komponen masyarakat agar dapat menyesuaikan
diri dengan perubahan lingkungan; serta pengalihan warisan sosial. Wilbur Scramm
menggunakan istilah yang lebih sederhana, yakni sistem komunikasi sebagai penjaga,
forum dan guru. Fungsi keempat, yaitu sebagai media hiburan, hiburan yang sehat dan
edukatif bagi publik.

8 André Spuri Garcial, at all.Understanding the concept of public sphere in social management: ideas for an empirical-de-
scriptive and normative reconstruction”. The concept of public sphere has been criticized and reformulated in the works
of Habermas (1962; 1981; 1992) and the most current conceptions cover a plurality of publics, interests, opinions, con-
flicting dimensions and oppressive potentials. Universidade Federal de Lavras, Lavras - MG, Brazil

9 The public sphere (German Offentlichkeit) is an area in social life where individuals can come together to freely discuss
and identify societal problems, and through that discussion influence political action. Such a discussion is called public
debate and is defined as the expression of views on matters that are of concern to the public—often, but not always, with
opposing or diverging views being expressed by participants in the discussion. Public debate takes place mostly through
the mass media, but also at meetings or through social media, academic publications and government policy documents.
[1] The term was originally coined by German philosopher Jiirgen Habermas who defined the public sphere as a “virtual
or imaginary community which does not necessarily exist in any identifiable space”.[2] Communication scholar Gerard A.
Hauser defines it as “a discursive space in which individuals and groups associate to discuss matters of mutual interest
and, where possible, to reach a common judgment about them”.[3] The public sphere can be seen as “a theater in mod-
ern societies in which political participation is enacted through the medium of talk”[4] and “a realm of social life in which
public opinion can be formed”.[5].
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Virus ‘Hoax’

Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat sebaran ‘hoax’ dengan
melibatkan penyelenggara platform digital untuk mencegah penyebaran hoaks virus
korona. Hingga 5 Mei 2020 hasil pantauan Tim AIS Ditjen Aptika, menunjukkan 1.401
konten hoaks dan disinformasi Covid-19 beredar di masyarakat, ini mengindikasikan
rendahnya pemahanan terhadap lterasi digital tentang covid-19.

Kepanikan di media terutama media sosial berakselerasi lebih cepat daripada
penyebaran Covid-19. Informasi yang menyebar melalui media sosial, serta melalui
lembaga pemerintah atau kesehatan, telah mencapai skala yang sangat besar, yang tentunya
belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Hitungan kematian diikuti
dengan cermat ketika naik, setidaknya untuk saat ini. Gambar dan cerita karantina ada di
mana-mana. Akibatnya, risiko kesehatan dari epidemi ini dibingkai sebagai menakutkan
dan tidak terkendali, yang berkontribusi pada epidemi ketakutan.

Informasi mengenai hal-hal kecil, hal yang tak semua orang tahu, yang dianggap
tak penting, atau informasi yang sebenarnya tak dibutuhkan masyarakat bisa berubah
menjadi besar, diketahui banyak orang, penting, dan dibutuhkan masyarakat. Peran media
massa menjadi semakin penting karena kesadaran massa pada umumnya adalah kesadaran
simbolis, yakni kesadaran di permukaan. Kesadaran massa tak akan pernah menjangkau
penjelasan-penjelasan detail dan rasional dari sebuah narasi yang diciptakan produsen
informasi (Aditya, 2014). Jadi, tak ada yang bisa disangkal jika efektivitas media massa dan
daring dalam membangun opini, hingga mempengaruhi sikap dan tindakan publik. Soal
pemberitaan mengenai virus Corona yang kian menjadi momok menakutkan misalnya,
terlihat media massa ikut berperan mempropagandakan isu. Hal ini sangat tampak, seketika
ada postingan yang beredar terkait meninggal maupun sementara dirawatnya beberapa
pasien yang diduga atau terindikasi positif Corona. Namun, selang 3-5 jam kemudian,
beredar infomasi di grup percakapan WhatsApp dan Facebook terkait klarifikasi dari pasien
yang tadinya diduga terinfeksi Covid-19. Tentu, hal ini sangat membingungkan publik.

Kemudian, seminggu terakhir ini media digerogoti dengan mahalnya harga masker
yang melonjak drastis. Harga normal masker naik menjadi Rp 400 ribu/boks dari Rp 30
ribu/boks.Hal inilah yang membuat media berbalik lebih meng-update masalah tersebut
ketimbang penularan Covid-19 yang sedang merongrong masyarakat dan pemerintah.
Terlihat saat ini, debat kusir di media sosial lebih fokus membahas harga masker ketimbang
mengantisipasi diri dari penularan virus menakutkan. Propaganda media inilah yang
akhirnya membuat banyak orang cemas, dan berbagai kasus yang semestinya menjadi
sorotan dalam ruang diskusi seperti halnya korupsi, rancangan undang-undang (RUU)
Cipta Kerja, intoleransi, serta merebaknya demam berdarah di Kabupaten Sikka yang telah
merenggut puluhan jiwa seketika hilang begitu saja dari ruang diakletika. Sebagaimana
yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa ketakutan kita saat ini adalah, bukan
virus itu sendiri, melainkan rasa cemas, rasa panik, ketakutan, dan berita-berita hoaks.
Oleh karena itu, media semestinya tidak turut serta menimbulkan sindrom yang berlebihan
ditengah geliat perang melawan Covid-19. Media konvensional harus mampu menetralisir
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keadaan agar masyarakat menghadapi situasi saat sekarang tanpa ada ketakutan.

Menurut data media komunikasi dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi
Publik (IPK), jumlah media daring pada tahun 2019 ada 2.011. Sementara itu, terdapat
media konvensinal dan majalah sebanyak 567 penerbit. Yang menarik, jumlah telepon
seluler yang beredar 374 juta dari 262 juta penduduk Indonesia. Pengguna medsos yang
aktif sebanyak 106 juta. Dalam pembentukan opini publik di Indonesia, angka 106 juta
pengguna medsos memiliki peran yang berbeda.Boleh jadi, ini sangat rentan mengingat
media memiliki andil yang sangat besar untuk menentukan kuasa kebenaran dan realita
sosial. Tak aneh jika media massa, dari, hingga media sosial menjadi ikon pembentuk
kontruksi sosial.

Pemberitaan Media: Harapan Publik

Pemberitaan media yang salah akan membuat masyarakat khawatir bisa tertular
penyebaran virus corona. Bahkan, sejumlah warga mengalami kepanikan dengan berbelanja
secara berlebihan atau panic buying. Media massa selaku pihak yang mengabarkan
perkembangan virus corona diminta berhati-hati dalam memberitakan isu virus corona.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Asosiasi Media
Siber Indonesia (AMSI) memberikan catatan bagi pemilik media terkait pemberitaan virus
corona.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Daerah telah melakukan upaya pefentif
dengan mengimbau lembaga penyiaran menjaga kualitas informasi perihal penyebaran
virus corona dan penyakit Covid-19 di Indonesia. Agung mengingatkan, saat ini masyarakat
tengah dilanda kekhawatiran setelah pemerintah mengumumkan ada dua warga yang
tertular virus corona saat berada di Tanah Air. Mengingat virus ini sedang menjadi ancaman
bagi kesehatan umat di dunia, sebagaimana yang ditetapkan oleh WHO, selayaknya televisi
dan radio hanya menyampaikan informasi yang sudah terkonfirmasi kebenarannya.

Lembaga penyiaran memastikan informasi yang dipublikasikan ke publik berasal
dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, tidak ikut-ikutan menyebarkan
berita yang simpang siur, belum terkonfirmasi, apalagi hoaks. Masyarakat jangan sampai
panic. Hal ini dijakdikan pedoman bagi media, pedoman tersebut sebagai bentuk himbauan
dari KPI dan KPID. Hal tersebut, tetap penting sekalipun saluran informasi sudah demikian
berlimpah baik melalui media konvensional ataupun media sosial dan platform digital
lainnya. Sebab, media televisi dan radio masih menjadi saluran informasi yang paling
dipercayaoleh publik. Karenaitu, seluruhlembaga penyiaran diminta tidak tergoda menyebar
info yang belum pasti yang bersumber dari media sosial. Disiplin verifikasi dan konfirmasi
ulang dari setiap informasi harus tetap dilakukan untuk mencegah masyarakat menelan
berita bohong dan menyesatkan, jangan sampai masyarakat dilanda kepanikan karena
informasi sesat yang disebar media, validitas informasi ini tidak hanya untuk program-
program berita, namun juga program lainnya seperti infotainment, talkshow, ataupun reality
show. Lembaga penyiaran aktif mengedukasi publik dalam rangka pencegahan penularan,
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langkah penanganan, dan menyampaikan hotline pusat krisis kesehatan serta virus corona
Kementerian Kesehatan RI. Bantuan sosialisasi di lembaga penyiaran sangat diperlukan
dan akan menjadi langkah efektif karena memiliki daya jangkau lebih luas untuk publik.
Masyarakat dapat terinformasikan dengan benar soal pencegahan dan tata laksana yang
tepat jika mendapati keluarga atau kerabat yang terjangkit virus Corona.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan KPID mengeluarkan imbauan untuk
seluruh lembaga penyiaran terkait evaluasi muatan isi siaran selama masa pandemi
Covid-19. Ada enam poin imbauan yang disampaikan KPI Pusat dalam surat imbauan
bernomor 183/K/KPI/31.2/03/2020 yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, yaitu: I.
Komitmen lembaga penyiaran untuk lebih masif menyampaikan informasi pencegahan
dan penanggulangan COVID-19 terutama tindakan social/physical distancing melalui ILM
di setiap program yang disiarkan atau setiap jam sekali. 2. Memberikan contoh pelaksanaan
social/physical distancing dengan tidak memuat program yang menampilkan visualisasi
massa/penonton, baik secara live, tapping, maupun rekayasa editing kecuali diinformasikan
secara jelas bahwa tayangan tersebut rekaman/recorded/re-run dalam bentuk running text
atau caption di sepanjang penayangan program.3.Menerapkan protokol pencegahan dan
penanganan keamanan dalam bentuk physical distancing bagi host/presenter, kru penyiaran,
jurnalis, narasumber, dan pendukung acara lainnya baik di dalam maupun di luar studio.
4. Mengingatkan kepada seluruh lembaga penyiaran agar patuh pada ketentuan terkait
perlindungan anak-anak dan remaja dengan: a) Memperhatikan ketersediaan program
bagi anak pada pukul 05.00 hingga pukul 18.00 WIB dengan muatan, gaya penceritaan
dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis anak-anak dan remaja; b)
selektif memilih materi tayangan agar tidak menstimulasi anak melakukan tindakan yang
tidak semestinya ditiru atau dianggap lazim/lumrah seperti diberitakan akhir-akhir ini
yaitu menikah pada usia muda, eksploitasi pernikahan dini, pengungkapan konflik rumah
tangga, dan sebagainya; c) Menampilkan konflik dan aksi/adegan kekerasan, bullying dalam
rumah tangga, sekolah, dan lingkungan sosial lainnya; d) membatasi adegan percintaan
dan perselingkuhan. 5. Meminta lembaga penyiaran agar memperbanyak program siaran
bertema pendidikan dan pembelajaran untuk membantu proses belajar mengajar anak di
rumah. 6. Mengedepankan perbincangan yang konstruktif dan solutif dalam penanganan
persebaran COVID-19 sebagai wujud kepedulian bersama.

Surat imbauan ini untuk mengingatkan dan meminta komitmen lembaga penyiaran
untuk memperhatikan dan mengikuti poin-poin yang dijelaskan terkait siaran selama masa
Pandemi Covid-19. Imbauan ini diharapkan dapat memaksimalkan dan mendorong fungsi
lembagapenyiaransebagai penyampaiinformasiyangsesuaidenganamanahyangdituangkan
dalam regulasi penyiaran terlebih dalam situasi seperti saat ini. Termasuk apresiasi kepada
lembaga penyiaran baik televisi maupun radio, atas sosialisasi penanggulangan persebaran
COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah, pihak-pihak lain dan masyarakat. Upaya-
upaya pencegahan dan penanganan persebaran COVID-19 tidak akan maksimal apabila
tidak disertai dukungan dan ketaatan masyarakat untuk menerapkan social distancing atau
physical distancing sebagai upaya memutus rantai persebaran COVID-19.
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Paguyuban Warga : Solidaritas Sosial ‘Tatali Asil’

Ada hikmah dibalik musibah, ada pelajaran dalam sebuah kejadian, musibah corona
bisa dijadikan pelajaran untuk memunculkan solidaritas sosial, yang merupakan bagian
dari kehiudpan sosial. Menurut Ferdinand Tonnies kelompok sosial terbagi menjadi dua
yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft.'” Gemeinschaft dan Gesellschaft sering disebut dengan
Paguyubandan Patembayan. Gemeinschaft merupakan bentuk kehidupan bersama dimana
para anggotanya mempunyai hubungan batin murni yang sifatnya alamiah dan kekal
dan Gesellschaft merupakan bentuk kehidupan bersama dimana anggotanya mempunyai
hubungan yang sifatnya sementara dan mereka disatukan oleh pemikiran yang sama.
Dalam ‘socialsci.libretexts.org’(2020), disebutkan bahwa Gesellschaft refers to groups in
which associations never take precedence over the interests of the individual. Gesellschaft,
unlike gemeinschaft, places more emphasis on secondary relationships rather than familial or
community bonds, and it entails achieved, rather than ascribed, status.

COVID-19 tidak hanya berdampak secara klinis pada tubuh manusia, melainkan juga
relasi sosial. Terhadap relasi sosial COVID-19 berpotensi memunculkan dua sisi sekaligus:
disrupsi sosial jika tidak ditangani dengan baik dan hadirnya inisiatif yang berkontribusi
pada tumbuhnya solidaritas sosial. Lahirnya kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk
ikut berperan menangani COVID 19. Pada level kognisi sosial, masyarakat mempelajari
pengetahuan baru terkait pandemi COVID 19, terkait dengan: karaktervirus; cara
pencegahannya misalnya melalui physical distancing, self isolation, lockdown, karantina,
study from home, dan work from home; serta berbagai mekanisme menangani dampaknya.
Pada level individu, masyarakat memiliki kesadaran higienitas dan kesehatan diri maupun
lingkungan, dan secara lebih artikulatif untuk saling mengingatkan. Secara komunal, inisiasi
pertahanan diri dibangun diberbagai tingkatan wilayah, termasuk di kampung-kampung,
dan institusi-institusi sosial.

Solidaritas sosial tumbuh di level individu dan masyarakat lokal sesuai kearifan lokal
masing-masing. Dengan solidaritas sosial tersebut, masyarakat pada akhirnya rela untuk
menaati iimbauan pemerintah dan menyumbangkan sebagian kemampuannya untuk
menolong sesama demi kebaikan bersama. Terlepas dari sejauh mana efektifitas intervensi
pemerintah dalam menghadapi krisis Covid-19, tumbuhnya solidaritas sosial di masyarakat
ini berhubungan erat dengan karakter yang dimiliki masyarakat lokal. Meski begitu,
intervensi pemerintah tetap diperlukan agar solidaritas sosial dapat berlangsung lebih
panjang, sebab belum bisa diprediksi sampai kapan krisis ini akan berakhir. Solidaritas sosial
yang ditunjukan saat menghadapi pandemi Covid-19, antara lain inisiasi masyarakat di
level komunitas untuk melakukan perlindungan diri, baik terkait soal kesehatan, keamanan
dan kenyamanan yang bertajuk “lock down komunitas”. Mereka secara bersama melakukan
penyemprotan disinfektan di lingkungan, membagi masker, hand sanitizer, kampanye stay
at home, isolasi keluarga dan lain-lain.

Belum lagi gerakan kemanusiaan berbasis sosial ekonomi, mulai dari charity

10Gemeinschaft and Gesellschaft, ideal types of social organizations that were systematically elaborated by German sociol-
ogist Ferdinand Tonnies in his influential work Gemeinschaft und Gesellschaft (1887; Community and Society). Encyclo-
paedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/Gemeinschaft-and-Gesellschaft.
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sampai dengan jaminan sosial warga, berupa bantuan makanan, subsidi kelompok rentan,
solidaritas pemotongan gaji dan lain-lain, dan kampanye literasi sosial diantaranya peduli
sehat dan solidaritas membantu korban. “Solidaritas sosial akibat Covid-19 ini secara
spontan entah mereka melihat dari televisi dan media sosial lain yang kaitannya dengan
perlindungan diri terkait kesehatan. Jadi, kalau di pemerintah membuat PSBB maka di
tingkat lokal mereka membuat perlindungan diri, dengan bersih lingkungan memberikan
hand sanitizer, tidak lagi menunggu. Penjahit-penjahit pun kemudian membuat masker,
membuat slogan ajakan stay at home dan itu merupakan ajakan yang Nampak. “Negara lain
akan beda tantangannya karena individualized society, kultur gotong royong susah untuk
diorganisasikan. Oleh karena itu, solidaritas sosial inisiasi masyarakat ini dapat dibangun
di level nasional dengan mengandalkan kerja sama antar komunitas masyarakat, maupun
lembaga-lembaga yang memiliki resources.

Jawa Barat memiliki watak budaya gotong royong, sebagai bentuk patembayan warga
dalam hal guyub antar sesame dan lingkunganya. Budaya tersebut sekarang ini, menjadi
program pemerintah Jawa Barat dengan tagline Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat,
seluruh elemen masyarakat di Jawa Barat kembali berbaur mengeratkan tali silaturahim
dan persatuan. Sesuai dengan semangat gotong royong dan kebersamaan yang ditanamkan
melalui kegiatan BBGRM. Nilai kegotongroyongan menjadi salah satu ciri dan bagian sosial
dari masyarakat Jawa Barat dan Indonesia. Apabila disatukan dalam sebuah kata, Pancasila
memiliki esensi nilai yakni gotong royong. Nilai inilah yang tidak dimiliki bangsa lain di
dunia, Ini bagian dari masyarakat Jawa Barat, yaitu kegotongroyongan. Gotong royong
merupakan intisari dari Pancasila, bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa ke
depan harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong
dalam bekerja. Gotong royong yang tumbuh dalam masyarakat sebagai bagian dari
sistem nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan secara berdaya guna. Hal ini untuk
memperkuat integrasi sosial masyarakat di desa dan memperkokoh nilai kesatuan Republik
Indonesia. Pelestarian nilai gotong royong dilakukan melalui partisipasi masyarakat dalam
membangun yang mengikutsertakan komponen yang ada di masyarakat. Nilai budaya Jawa
Barat anu luhung, dalam masalah sosial, bengkung ngariung bongkok ngaronyok (melingkar/
lengkung dalam berkumpul bungkuk dalam berhimpun)” dalam hal gotong royong, Ka cai
jadi saleuwi, ka darat jadi salebak (ke air jadi satu sungai, ke darat jadi satu satu sawah
artinya Selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotong-
royong), dan dalam hal saling menyayangi sesama manusia, Kawas gula jeung peueut
(seperti gula dengan nira yang matang artinya hidup rukun sayang menyayangi, tidak
pernah berselisih), dan bentuk nilai-nilai lainnya.

Tatali asih dalam masa pandemik, merupakan fithrah daerah jati diri manusia
Kesundaan." Jati diri yang mempersatukan orang Sunda adalah bahasanya dan budayanya.
Orang Sunda dikenal memiliki sifat optimistis, ramah, sopan, riang dan bersahaja. Orang

11Menurut Rouffaer (1905: 16) menyatakan bahwa kata Sunda berasal dari akar kata sund atau kata suddha dalam bahasa
Sansekerta yang mempunyai pengertian bersinar, terang, berkilau, putih (Williams, 1872: 1128, Eringa, 1949: 289). Dalam
bahasa Jawa Kuno (Kawi) dan bahasa Bali pun terdapat kata Sunda, dengan pengertian: bersih, suci, murni, tak tercela/
bernoda, air, tumpukan, pangkat, waspada (Anandakusuma, 1986: 185-186; Mardiwarsito, 1990: 569-570; Winter, 1928:
219)
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Sunda meyakini bahwa memiliki etos atau karakter Kasundaan, sebagai jalan menuju
keutamaan hidup. Karakter orang Sunda yang dimaksud adalah cageur (sehat), bageur
(baik), bener (benar), singer (mawas diri), wanter (berani) dan pinter (cerdas). Karakter
ini telah dijalankan oleh masyarakat Sunda sejak zaman Kerajaan Salakanagara, Kerajaan
Tarumanagara, Kerajaan Sunda-Galuh, Kerajaan Pajajaran hingga sekarang. (Ayip Rasidi,
2005) Selain agama yang dijadikan pandangan hidup, orang Sunda juga mempunyai
pandangan hidup yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Hal ini sudah menjadi pandangan
hidup, pandangan hidup tersebut tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya karena
secara tersurat dan tersirat dikandung juga dalam ajaran agamanya, khususnya ajaran
agama Islam. (Suryani, 2011). Pandangan hidup orang Sunda yang diwariskan dari nenek
moyangnya dapat diamati pada ungkapan tradisional misalnya “Hana nguni hana mangke,
tan hana nguni tan hana mangke, aya ma beuheula aya tu ayeuna, hanteu ma beuheula
hanteu tu ayeuna. Hana tunggak hana watang, tan hana tunggak tan hana watang. Hana ma
tunggulna aya tu catangna.”

Hikmah sosial dari pandemi memunculkan watak budaya dalam konteks
kemanusiaan atau ‘hablun min al nas. Hubungan antara manusia dengan sesama manusia
dalam masyarakat Sunda pada dasarnya harus dilandasi oleh sikap “silih asah, silih asuh,
dan silih asih’”, artinya harus saling mengasah atau mengajari, saling mengasuh atau
membimbing dan saling mengasihi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang
diwarnai keakraban, kerukunan, kedamaian, ketentraman, dan kekeluargaan, seperti
tampak pada ungkapan-ungkapan berikut ini: Kawas gula eujeung peueut yang artinya
hidup harus rukun saling menyayangi, tidak pernah berselisih, Ulah marebutkeun balung
tanpa eusi yang artinya jangan memperebutkan perkara yang tidak ada gunanya., Ulah
ngaliarkeun taleus ateul yang artinya jangan menyebarkan perkara yang dapat menimbulkan
keburukan atau keresahan, Ulah nyolok panon buncelik yang artinya jangan berbuat sesuatu
di hadapan orang lain dengan maksud mempermalukan, Buruk-buruk papan jati yang
artinya berapapun besar kesalahan saudara atau sahabat, mereka tetap saudara kita, orang

tua tentu dapat mengampuninya, dan lain sebagainya. ****
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OPTIMALISASI AKTUALISASI
KEARIFAN LOKAL

PADA LEMBAGA PENYIARAN
MENUJU JABAR JUARA LAHIR BATHIN

Dr. Mahi M. Hikmat, M.Si

Pendahuluan

endati pada Visi dan Misi Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2018-2023
B tidak tersurat langsung upaya untuk melestarikan kearifan lokal Jawa Barat, tetapi
secara tersirat misi melahirkan manusia yang berbudaya pun dapat dipersepsikan
di antaranya pelestarian budaya-budaya lokal ke-Jawa Baratan. Oleh karena itu, untuk
mencapai Visi Jawa Barat Juara Lahir Bathin, di antaranya diperlukan upaya untuk tetap
melestarikan budaya lokal Jawa Barat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal.
Apalagi, salah satunya tersurat dalam Program Kerja Gubernur-Wakil Gubernur
Jawa Barat Periode 2018-2023, yakni pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
(kota/kabupaten, destinasi wisata unggul, pengembangam infrastruktur dan SDM
pariwisata). Dalam destinasi dan infrastruktur pariwisata Jawa Barat terdapat di antaranya
kearifan lokal yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, pengembangan kearifan lokal pun dapat
menjadi salah satu instrument untuk menopang tercapainya Visi Jawa Barat Juara Lahir
Bathin.
Yang dimaksud pengembangan kearifan lokal, banyak hal yang dapat dilakukan,
di antaranya dengan mempromosikannya melalui media massa, seperti melalui lembaga
penyiaran. Aktualisasi kearifan lokal Jawa Barat sangat potensial untuk dikembangkan
melalui lembaga penyiaran dan memiliki banyak manfaat, di antaranya: melestarikan
kearifan lokal Jawa Barat yang sebagian nyaris dan sudah punah dengan digali kembali oleh
para jurnalis professional dari media penyiaran, mendokumentasikan kearifan lokal Jawa
Barat dalam bentuk audio visual modern yang dapat “diperpanjang” melalui media lainnya,
seperti media sosial, mengembangkan khazanah pengetahuan, bahkan memberikan
pendidikan pada khalayak melalui bentuk pengungkapkan nilai-nilai luhur dari kearifan
lokal, memperkaya konten lokal Jawa Barat pada konten siaran media penyiaran, dan
banyak lagi manfaat lainnya yang baik langsung maupun tidak langsung memberikan
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kontribusi pada pencapaian Jabar Juara Lahir Bathin.

Lembaga Penyiaran di Jawa Barat

Jumlah lembaga penyiaran di Jawa Barat terus bertambah, baik lembaga penyiaran
publik (LP) di daerah LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal), lembaga penyiaran swasta
(LPS), lembaga penyiaran komunitas (LPK), dan lembaga penyiaran berlangganan (LPB).
Hal itu sudah diprediksi oleh berbagai pihak karena secara ekonomi, politik, sosial dan
budaya, Jawa Barat merupakan wilayah sangat potensial dan strategis untuk tumbuh
suburnya jasa penyiaran, baik lembaga penyiaran radio maupun lembaga penyiaran televisi.
Selain Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang besar, lebih kurang 50 jutaan, dengan
wilayah yang luas, lebih dari 35.000 km2, Jawa Batat pun memiliki banyak aset dan potensi
lokal.

Apalagi pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran,
industri penyiaran di Jawa Barat makin tumbuh subur, baik penyiaran lokal maupun
penyiaran nasional. Jawa Barat menggeliat menjadi wilayah layanan industri penyiaran yang
luas, sehingga selain berdirinya sejumlah lembaga penyiaran lokal, nyaris semua lembaga
penyiaran nasional atau yang berada di Jakarta pun mengudara di wilayah Jawa Barat.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 13 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM-15 Tahun 2003 tentang
Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Frekuensi Khusus untuk
Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation) memberikan jumlah kanal terbanyak
di Jawa Barat di antara provinsi lain di Indonesia. Sedikitnya terdapat 311 Kanal Frekuensi
Radio FM bagi wilayah layanan Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 27 kabupaten/kota dibagi dalam 83 wilayah
layanan dengan mempertimbangkan kondisi geografi serta potensi ekonomi untuk
berkembangnya peluang usaha. Untuk televisi analog baik untuk stasiun lokal maupun
berjaringan diatur dalam Keputusan Menteri No. 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk
(master plan) frekuansi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan
Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency (UHF). Frekuensi yang digunakan
oleh televisi pada kisaran 478 s.d. 806 MHz UHE.

Dengan jumlah kanal yang banyak tersebut, khusus kanal yang dialokasikan untuk
kanal televisi, di dalamnya termasuk televisi berjaringan yang biasa disebut Televisi Nasional
alih-alih Televisi Jakarta, seperti TVRI, RCTI, Indosiar, SCTV, ANTV, MNC, Trans TV,
Trans 7, TV One, Metro, Global TV, NET TV, RTV, O’Channel, I-News, dan Kompas TV.

Wilayah layanan Jabar pun dikenal sebagai provinsi dengan jumlah televisi lokal
terbanyak. Hingga akhir September 2019, terdapat 44 televisi lokal yang sudah berijin,
1 Televisi Publik, 4 TV Komunitas, 11 TV berlangganan. Jumlah Radio Swasta FM 221,
Radio Swasta AM 12, Radio Publik Lokal 7, plus Radio Komunitas yang akan segera berijin
152. Angka tersebut besok lusa dipastikan akan bertambah dengan munculnya TV Digital
karena sudah menunggu 46 TV Digital yang siap tayang.
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UU No. 32 Tahun 2002 telah melahirkan sistem penyiaran berjaringan dengan
perspektif bahwa yang dimaksud dengan lembaga penyiaran adalah stasium penyiaran lokal
(SPL) dan SSJ (Stasiun Siaran Jaringan) pengganti lembaga penyiaran nasional. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005, SPL adalah stasiun yang didirikan di lokasi
tertentu dengan wilayah jangkauan terbatas dan memiliki studio dan pemancar sendiri. SS]
adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran.

Keberadaan SS] dalam sistem penyiaran Indonesia sebagaimana amanah UU
Penyiaran bukan hanya dimaksudkan pada tidak terjadinya monopoli penguasaan lembaga
penyiaran, tetapi juga untuk memberikan keadilan pada lahirnya siaran-siaran yang
bermuatan lokal. Hal itu sangat urgen ketika faktanya siaran nasional dikuasai oleh televisi
Jakarta yang notabene lebih dominan siaran bermuatan Jabodetabek (Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi). Padahal, bicara Indonesia bukan hanya Jabodetabek, tetapi
seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

SSJ yang menjangkau wilayah Jawa Barat seharusnya menyiarkan isi siaran yang
bermuatan lokal Jawa Barat, artinya fakta-fakta yang ada di Jawa Barat, termasuk siaran
yang bermuatan lokal Jawa Barat yang mengandung kearifan lokal harus merupakan
bagian yang dominan pada program siaran lembaga penyiaran di Jawa Barat. Jawa Barat
bukan hanya Bogor, Depok, Bekasi, tetapi juga Karawang, Purwakarta, Subang, Sukabumi,
Cianjur, Bandung, Cimahi, Garut, Tasikmalaya, Banjar, Sumedang, Majalengka, Kuningan,
Cirebon, dan Indramayu.

Lembaga penyiaran manapun yang menjangkau wilayah Jawa Barat memiliki
kewajiban untuk menyiarkan isi siaran yang bermuatan budaya lokal Jawa Barat. Yang
dimaksud budaya lokal Jawa Barat tersebut, bukan hanya seni lokal Jawa Barat, tetapi aspek
strategis lainnya yang berada di Jawa Barat, mulai dari fakta sosial yang ada di Jawa Barat
sampai penggunaan karya kreatif dan sumber daya alam yang ada di Jawa Barat beserta di
dalamnya yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal.

Siaran Lokal memiliki ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Merencanakan dan
memproduksi program (mata acara); 2. Menyiapkan / mengadakan program; 3. Menyiapkan
pola acara, baik harian (rundown), mingguan, bulanan, triwulan, tengah tahunan dan
seterusnya; 4. Menyelenggarakan siaran, baik artistis maupun jurnalistik; 5. Mengadakan
kerjasama dengan lembaga penyiaran lain; 6. Mengadakan kerjasama dengan production
house; 7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan; 8. Mengadakan pendidikan
dan pelatihan sumber daya manusia.

Lembaga penyiaran lokal yang memiliki peran dalam menyiarkan konten lokal ada
dua, yakni LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) dan LPS (Lembaga Penyiaran Swasta).
LPPL dapat memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat serta
melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat daerah. Apalagi daerah
yang memiliki wilayah yang cukup luas dan berpenduduk cukup banyak, seperti Jawa
Barat, pendirian LPPL Radio dan Televisi cukup penting karena merupakan aset daerah
dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diselaraskan dengan visi
dan misi Jawa Barat.

LPPL Radio dan Televisi menjadi pusat informasi utama dalam pengembangan,
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pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan
masyarakat dalam rangka sebesar-besarnya menyejahterakan rakyat, pengelolaan informasi
daerah yang akurat, cepat dan handal yang akan menjamin masyarakat mendapatkan
layanan informasi program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah
sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas aparatur daerah (Yantos, 2015).

LPPL berperan penting bagi perkembangan daerah, di antaranya: 1. Mengutamakan
informasi secara aktual, kritis, bermutu dan berkembang dalam kerangka pembangunan
masyarakat yang modern, beradab dan heterogen; 2. Menjadi motor penggerak positif
kegiatan ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, keagamaan, dan pembangunan di
daerah; 3. Menunjang dan menyukseskan visi dan misi daerah; 4. Memberikan pelayanan
informasi terpercaya yang dapat menjadi acuan dan sarana kontrol sosial masyarakat
daerah; 5. Mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerahkan, mencerdaskan dan
memberdayakan serta mendorong kreativitas masyarakat dalam kerangka membangun
karakter bangsa; 6. Menyelenggarakan siaran yang bertujuan menggali, melestarikan
dan mengembangkan budaya bangsa, memberikan hiburan yang sehat bagi keluarga,
membentuk budi pekerti dan jati diri bangsa dan daerah di tengah arus globalisasi; 7.
Menyelenggarakan program siaran sesuai dengan budaya bangsa umumnya dan daerah
khususnya dalam keberagaman yang ada di dalam masyarakat; 8. Meningkatkan citra
positif bangsa pada umumnya dan daerah khususnya.

Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 ditegaskan, isi siaran jasa
penyiaran televisi, yang diselenggarakan LPS wajib memuat sekurang-kurangnya 60%
mata acara yang berasal dari dalam negeri dari seluruh jumlah waktu siaran setiap hari.
Kemudian pada Pasal 16 ditambahkan, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa
pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan apabila diperlukan,
untuk mendukung mata acara tertentu. Ketentuan tersebut harus ditegakkan agar konten
lokal ke-Jawa Baratan dapat berkembang baik. Hal itu berangkat dari kesadaran bahwa
pengaruh isi siaran terhadap pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak cukup
besar.

Realitas itulah, di antaranya yang mendorong Pemerintah untuk memberikan
aksesitas memadai terhadap masyarakat untuk ikut serta berkontribusi dalam mengoreksi
isi siaran menuju penyiaran yang sehat. Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
(KPID) adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai
wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Legitimasi politik bagi posisi
KPID dalam kehidupan kenegaraan secara tegas diatur dalam UU Penyiaran sebagai
lembaga negara independen.

KPID memiliki kewenangan dan tugas sebagai regulator “teknis’, serta melakukan
pengawasan dan penegakan pelaksanaan aturan penyiaran, menerima pengaduan
masyarakat dan menindaklanjutinya, serta memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran
yang isi siarannya bertentangan atau tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, terkait dengan eksistensi lembaga penyiaran di daerah, baik terhadap
LPPL, LPS, maupun KPID, Pemerintahan Daerah memiliki aksesitas yang cukup memadai
untuk mendorong aktualisasi konten lokal yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal di
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lembaga penyiaran.

Kewajiban Konten Lokal

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama
pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran
merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.
Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah
dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.

Khusus mengenai konten lokal, UU Penyiaran mengamanahkan sistem berjaringan
untuk memberikan keadilan pada lahirnya siaran-siaran yang berkonten lokal. Hal itu
sangat urgen ketika faktanya siaran nasional dikuasai oleh televisi Jakarta yang notabene
lebih didominasi oleh siaran berkonten Jabodetabek. Kewajiban bersiaran konten lokal bagi
SSJ sudah lama berlaku, menurut Wahyudin (2017), UU No. 32 menjadi payung hukum
bagi beroperasinya stasiun televisi dan radio yang berada di daerah dengan lingkup siaran
di daerah. Stasiun televisi seperti ini dikenal sebagai televisi lokal juga televisi berjaringan.

Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan
satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran. Penyiaran dimaksud memiliki ruang
lingkup kegiatan meliputi: 1. Merencanakan dan memproduksi program (mata acara); 2.
Menyiapkan / mengadakan program; 3. Menyiapkan pola acara, baik harian (rundown),
mingguan, bulanan, triwulan, tengah tahunan dan seterusnya; 4. Menyelenggarakan siaran,
baik artistis maupun jurnalistik; 5. Mengadakan kerjasama dengan lembaga penyiaran lain;
6. Mengadakan kerjasama dengan production house; 7. Menyelenggarakan penelitian dan
pengembangan; 8. Mengadakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Siaran 15 televisi Jakarta yang nyaris memasuki seluruh wilayah Jawa Barat karena
wilayah terdekat. Selain masyarakat Jawa Barat merupakan konsumen produktif dengan
jumlah penduduk sangat gemuk; seperlima penduduk Indonesia ada di Jawa Barat. Oleh
karena itu, isi siaran televisi Jakarta yang menjangkau Jawa Barat seharusnya memberikan
porsi konten lokal ke-Jawa Barat-an yang proporsional.

Siaran televisi manapun yang menjangkau wilayah Jawa Barat memiliki kewajiban
untuk memberikan ruang siaran yang proporsional bagi isi siaran yang berkonten lokal ke-
Jawa Barat-an; mencerminkan seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Pasal 68 Peraturan KPI
No.2/P/KP1/03/2012 tentang SPS menegaskan, program siaran lokal wajib diproduksi dan
ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% untuk televisi dari seluruh siaran berjaringan
per hari. Program siaran tersebut paling sedikit 30% di antaranya wajib ditayangkan pada
waktu prime time waktu setempat.

Namun, kondisinya tidak sesuai harapan. Yang terjadi, sebagaimana diungkapkan
Armando (2007) televisi Jakarta mendikte isi siaran sesuai dengan selera Jakarta. Rujukan
nilai isi siaran televisi adalah standard budaya Jakarta; Masyarakat daerah sama sekali tidak
dapat memanfaatkan televisi sebagai sarana informasi mengenai daerahnya sendiri; Segenap
keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kegiatan pertelevisian hanya bisa dinikmati oleh
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Jakarta. Pengiklan hanya perlu membayar stasiun televisi di Jakarta untuk kepentingan
pemasaran produknya, tanpa perlu sedikit pun mengucurkan uang kepada daerah-daerah
di luar Jakarta yang dijadikan sasaran penjualannya; Bisnis pertelevisian tersebut tidak
menumbuhkan industri pendukung maupun lapangan pekerjaan di daerah luar Jakarta

Hal itu tentu terjadi juga di Jawa Barat yang notabene jumlah “korban”-nya akan lebih
banyak ketimbang provinsi lain karena memiliki penduduk yang besar, jaraknya lebih dekat
dengan Jakarta, sehingga kemungkinan menerima siaran televisi Jakarta akan lebih tinggi.
Mereka pun berhak mendapatkan program siaran lokal; mengenal potensi-potensi yang
berada di sekitarnya. Jawa Barat pun merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber isi
siaran yang sangat mungkin tidak kalah menariknya dari konten ke-Jakarta-an.

Di wilayah Jawa Barat terdapat lebih dari 100 seni budaya, 33 cagar budaya penting,
12 kampung adat, 30 musieum (Disparbud Jabar, 2015), dan sejumlah potensi lainnya yang
sangat menarik untuk diangkat ke permukaan menjadi program siaran lokal, termasuk di
dalamnya tempat wisata, baik wisata alam, wisata buatan, maupun wisata kuliner.

Potensi tersebut dapat disajikan menjadi program siaran berkonten lokal yang
berdimensi budaya popular dengan menggunakan tenaga profesional lokal melalui PH
(Production House) lokal yang juga kompetitif. Program siaran lokal, tidak berarti siaran
yang berkonten lokal saja. UU Penyiaran dan P3 SPS pun menyuratkan tentang pemanfaatan
sumber daya lokal, termasuk di dalamnya Sumber Daya Manusia. Sasaran utama sistem
penyiaran berjaringan di antaranya selain lahirnya program siaran berkonten lokal, juga
memberikan kesempatan pada kreator-kreator lokal untuk eksis dan berkiprah.

Munculnya konten lokal pada SSJ selain amanah peraturan perundangan Penyiaran
juga merupakan kebutuhan, keinginan, dan harapan sejati dari publik, sehingga harus
menjadi prioritas bagi semua lembaga penyiaran. Sembari lembaga penyiaran pun
dimungkinkan membungkusnya dalam sajian popular yang dapat mendatangkan
keuntungan finansial. Harus disadari juga oleh semua pihak, media penyiaran adalah
media global yang harus mengikuti tuntutan budaya popular. Di antara keridloan mereka
untuk juga ikut melestarikan budaya adiluhung; budaya lokal, kita pun harus mengiklaskan
mereka meng-kreat-nya, sehingga lahirlah sajian yang layak memiliki nilai ekonomi.

Tentang siaran lokal di LPS diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun
2005 tentang Siaran Lembaga Penyiaran Swata dalam Bab Relai, khususnya Padal 17.
Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik dari
lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri, berupa relai
siaran untuk acara tetap atau relai siaran untuk acara tidak tetap. Durasi relai siaran untuk
acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran dalam negeri bagi lembaga penyiaran
melalui sistem stasiun jaringan dibatasi paling banyak 40% untuk jasa penyiaran radio dan
paling banyak 90% untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari.

Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran dalam
negeri bagi lembaga penyiaran radio dan lembaga penyiaran televisi yang tidak berjaringan
dibatasi paling banyak 20% dari seluruh waktu siaran per hari. Durasi relai siaran untuk
acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak 5% untuk jasa penyiaran
radio dan paling banyak 10% untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per
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hari, kecuali siaran pertandingan olah raga yang mendunia yang memerlukan perpanjangan
waktu.

Jumlah mata acara relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi
paling banyak 10% untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 20% untuk jasa penyiaran
televisi dari jumlah seluruh mata acara siaran per hari. Kriteria tentang jenis acara diatur
lebih lanjut dalam P3 SPS yang dikeluarkan oleh KPI.

Aksesitas Pemerintah Daerah pada Penyiaran

Baik secara tersurat maupun tersirat, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
memberikan akses kepada Pemerintahan Daerah melalui amanah dalam sejumlah pasal.
Pertama dalam pembentukan lembaga independen dan mandiri yang memiliki tugas pokok
dan fungsi secara umum adalah ikut mengatur dalam konten siaran dan insfrakstruktur
lembaga penyiaran, yakni KPID. Hal itu mengandung arti, bagi Pemerintahan Provinsi
memilki aksebilitas terhadap penyiaran, termasuk di dalam penyajian konten lokal baik
untuk di SS] maupun SPL. Namun, untuk Pemerintahan Daerah kabupaten dan/atau kota,
secara tersurat UU Penyiaran tidak memberikan akses, kendati tidak dapat dikatakan
tertutup.

Pasal 6 UU Penyiaran menyebutkan: (1) Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem
penyiaran nasional; (2) Dalam sistem penyiaran nasional, Negara menguasai spektrum
frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat; (3) Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran
dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun
jaringan dan stasiun lokal; (4) Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi
penyiaran.

Perihal komisi penyiaran dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 7-nya bahwa (1) Komisi
penyiaran disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI; (2) KPI sebagai lembaga
negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran; (3) KPI terdiri
atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah (KPID) dibentuk di tingkat
provinsi; (4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, ..., dan KPI
Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Dalam pasal di atas, Pemerintahan Provinsi, melalui akses DPRD Provinsi tersebut
secara langsung terhadap KPI Daerah Provinsi dengan kewajiban mengawasi KPI Daerah
Provinsi. Hal itu sejalan dengan Fungsi Utama DPRD Provinsi, selain membuat Peraturan
Daerah dan penganggaran, sudah pengawasan. Dalam konteks ini, selain Pemerintahan
Provinsi juga melakukan pengawasan terhadap “kinerja” KPID Provinsi dalam menjalankan
tugas dan wewenangnya.

Apalagi dalam Pasal 8 UU Penyiaran ditegaskan pula bahwa (1) KPI sebagai wujud
peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan
masyarakat akan penyiaran. Hal itu sangat relevan dengan eksistensi Pemerintahan
Provinsi yang secara politik, baik anggota DPRD-nya maupun Gubernur-Wakil Gubernrnya
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dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu dan Pilkada, sehingga tugas utama dan
terbesar dari Pemerintahan Provinsi adalah merepresentasikan kehendak rakyat, termasuk
di dalamnya memberikan jaminan pada perbaikan nasib seluruh rakyat, khususnya di
daerah. Rakyat yang dimaksud secara faktual sangat varian dalam berbagai kategori, di
antara masyarakat penyiaran yang dalam pasal tersebut diwakili oleh KPID.

Yang harus diawasi oleh DPRD adalah kinerja KPID dalam menjalankan kewenangan
dan tugasnya. Pasal 8 UU Penyiaran pun mengamanahkan bahwa KPI (D) mempunyai
wewenang: a. menetapkan standar program siaran; b. menyusun peraturan dan menetapkan
pedoman perilaku penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku
penyiaran serta standar program siaran; d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran
peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. melakukan
koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Sementara itu, tugas KPI (D) sebagai berikut: a. menjamin masyarakat untuk
memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; b. ikut
membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; c. ikut membangun iklim persaingan
yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait; d. memelihara tatanan informasi
nasional yang adil, merata, dan seimbang; e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti
aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan
penyiaran; dan f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang
menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Bagi DPRD Provinsi, wewenang pengawasan terhadap kinerja KPID Provinsi dapat
dikatakan fungsi tambahan dari pengawasan DPRD Provinsi sebagaimana diamanahkan
Pasal 100 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya
amanah pengawasan sebagaimana isi Pasal 7 UU Penyiaran, maka fungsi pengawasan DPRD
Provinsi mengalami tambahan, kendati visinya sama terkait dengan memperjuangkan nasib
rakyat daerah.

UU Penyiaran pun, selain memberikan tambahan pada fungsi pengawasan DPRD
Provinsi, juga menyuratkan tambahan fungsi penganggaran Pemerintahan Daerah
terkait dengan anggaran pembiayaan kegiatan KPID Provinsi. Salah satu konten prioritas
Pemerintahan Daerah dalam membahas APBD adalah anggaran kegiatan KPID Provinsi
karena diamanahkan oleh UU Penyiaran. Dalam Pasal 9 ayat (6) dengan tegaskan
disebutkan, ... pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Oleh karena itu, jika di beberapa provinsi, anggaran KPID Provinsi tidak
memadai, apalagi tidak disediakan dapat ditafsirkan bahwa Pemerintahan Provinsi tidak
menaati undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Penyiaran.

Aksesitas Pemerintahan Provinsi makin jelas, tatkala Pasal 10 Ayat (2) UU Penyiaran
pun menegaskan, Anggota KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
Substansi pasal tersebut menyuratkan dengan tegas, KPID Provinsi adalah “anak kandung”
Pemerintah Provinsi karena KPID Provinsi dipilih oleh DPRD Provinsi dan diajukan oleh
Pemerintah Provinsi.

Selain secara yuridis dalam pengangkatan KPID Provinsi pun memberi akses
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pada Kepala Daerah melalui Pasal 10 Ayat (3)-nya bahwa ..anggota KPI Daerah
secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi. Substansi tersebut pun menegaskan, KPID Provinsi adalah bagian
dari Pemerintahan Daerah karena terbentuk dari hasil aksesitas dua lembaga pada
Pemerintahan Daerah, yakni DPRD Provinsi dan Gubernur sebagai kepala daerah. Oleh
karena itu, kalau dianalogikan dengan produk perundang-undangan, posisi KPID Provinsi
sama kuatnya dengan posisi Peraturan Daerah. Dalam konteks inilah, Pemerintah Daerah
harus “mengayomi” KPID Provinsi sehingga dapat memiliki eksistensi untuk menjalankan
tugas dan wewenangnya.

Aksestas kedua terhadap lembaga penyiaran. Dari keempat lembaga penyiaran,
baik yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio maupun televisi, yang “diwajibkan”
memberikan porsi konten lokal lebih banyak adalah Lembaga Penyiaran Publik (LPP).
Selain menggunakan frekwensi milik publik, LPP pun menggunakan dana operasional
bersumber dari APBN atau dapat disebut sebagai dana publik. Oleh karena itu sangat wajar
jika memberikan porsi lebih banyak.

Perihal lembaga penyiaran publik dijelaskan dalam Pasal 14 UU Penyiaran bahwa
(1) Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum
yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi
memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat; (2) LPB terdiri atas RRI dan TVRI
yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia; (3) Di
daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal
(LPPL).

Oleh karena itu, pada Ayat (19)-nya ditegaskan pula bahwa (9) ... Lembaga
Penyiaran Publik di tingkat daerah diawasi oleh DPRD. Adanya aksesitas DPRD Provinsi
dan Kabupaten/Kota jika didirikan di daerah LPPL, juga menunjukkan betapa pentingnya
posisi LPPL dengan mengemban amanah untuk kepentingan publik atau rakyat. Oleh
karena itu, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diberikan fungsi tambahan dalam
bentuk fungsi pengawasan.

Termasuk juga dalam fungsi penganggaran yang dimiliki DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, mereka memiliki aksesitas tambahan. Hal itu tergambar pada Pasal 9 ayat
(1) bahwa Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari: a. iuran penyiaran;
b. APBN atau APBD; c. sumbangan masyarakat; d. siaran iklan; dan e. usaha lain yang
sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Bahkan, setiap akhir tahun anggaran,
LPP wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya
diumumkan melalui media massa.

Pengaturan tentang keberadaan lembaga penyiaran publik, terutama perihal
perijinan terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Peraturan Pemerintah itu pun menguatkan aksesitas
DPRD terhadap eksistensi LPPL. Dalam Pasal 2 disebutkan, Lembaga Penyiaran Publik yang
terdiri atas RRI, TVRI, dan LPPL, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan
penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pada Pasal 3-nya ditegaskan juga tentang kepentingan prioritas yang diemban oleh
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lembaga penyiaran publik yang harus senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh
masyarakat. Oleh karena itu, LPPL dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk
kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam
siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat. Karena, pada Pasal 4-nya
ditegaskan, RRI, TVRI, dan LPPL bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong
terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh
integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan
sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Terkait siaran yang berkonten lokal sebagaimana harapan UU Penyiaran terhadap
LPPL sebagai pembeda dengan lembaga penyiaran lainnya, diatur dalam Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini yang menyebutkan, (1) LPPL menyelenggarakan kegiatan siaran
lokal; (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL dapat
menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan
penyelenggaraan penyiaran.

Aksesitas Pemerintah Daerah yang di dalamnya adalah aksesitas DPRD terhadap
LPPL makin tampak dalam Peraturan Pemerintah ini yang terkait dengan perijinan. Dalam
Pasal 7 ayat (3) disebutkan, LPPL merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan
hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD atas usul
masyarakat.

Selain terkait dengan persyaratan administrasi, terdapat juga persyaratan perijinan
yang harus melibatkan eksistensi Pemerintah Daerah. LPPL dapat didirikan di daerah
provinsi, kabupaten, atau kota dengan kriteria dan persyaratan administrasi sebagai berikut:
a. belum ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI di daerah tersebut; b. tersedianya alokasi
frekuensi; c. tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya
sehingga LPPL mampu melakukan paling sedikit 12 jam siaran per hari untuk radio dan 3
jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional; d. operasional
siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.

Kemudian, sebagaimana amanah UU Penyiaran, terkait dengan pembiayaan, dapat
menggunakan APBD, seperti dalam hal, kewajiban membayar biaya izin penyelenggaraan
penyiaran dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekuensi melalui kas negara;
selain dapat juga sumber pembiayaannya dari: iuran penyiaran, sumbangan masyarakat,
siaran iklan, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
Bahkan, pada Pasal 34 ayat (2) ditegaskan, laporan tahunan LPPL ditandatangani oleh
dewan direksi dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada gubernur, bupati/walikota
dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

Berkaitan dengan perijinan, Pemerintah Indonesia juga melalui Kementerian
Komunikasi dan Informatika meluarkan aturan yakni Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan
Penyelenggaraan Penyiaran. Dalam Permenkominfo tersebut makin jelas aksesitas
Pemerintah Daerah dalam pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Permenkominfo dijelaskan, pendirian LPPL harus memenuhi
persyaratan berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah melalui
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Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat. Selain itu, dalam
ayat (2)-nya, disebutkan pula, usul masyarakat berupa usulan tertulis dari perorangan,
kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ditujukan kepada Gubernur atau
Bupati/Walikota.

Penutup

Terkait dengan kewajiban lembaga penyiaran SS] dan SPL terhadap penyajian konten
lokal dan kuatnya aksesitas Pemerintahan Daerah terhadapp KPID dan LPPL sebagaimana
dipaparkan di atas, merupakan peluang besar bagi optimalisasi aktualisasi kearifan lokal
pada lembaga penyiaran. Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan kebijakan yang berpihak
pada aktualisasi konten lokal yang bermuatan nilai-nilai kearifan lokal, baik melalui KPID
maupun LPPL.

Dalam konteks ke-Jawa-Barat-an, penyajian konten lokal yang mengandung unsur
nilai-nilai kearifan lokal, bahkan sumber daya lokal lainnya pada lembaga penyiaran dapat
dioptimalkan guna memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Jawa Barat sebagai Provinsi
Juara Lahir Bathin. Oleh karena itu, baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun seluruh
masyarakat Jawa Barat, termasuk di dalamnya masyarakat penyiaran di Jawa Barat harus
memberikan dukungan dan dorong penuh terhadap aktualisasi konten lokal pada lembaga
penyiaran, baik pada SS] maupun SPL, termasuk di datangnya memberikan support kepada
KPID Jawa Barat agar tetap eksis menjalankan amanah Peraturan Perundang-Undang
untuk terus mengawasi konten siaran sehingga betul-betul memberikan manfaat pada
publik, khususnya publik Jawa Barat. ***
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TAYANGAN PROGRAM TELEVISI
PANDEMI COVID-19 BAGI PUBLIK JAWA
BARAT

(Studi Deskriptif Pandangan Pemirsa Televisi Jawa Barat)

Dr. Aep Wahyudin,M.Si.,M.l.Kom, Dr. H. Ahmad Sarbini, Dr. Mahi M.
Hikmat, M.Si., Drs. Enjang Muhaemin, M.Ag., Drs. Wiryo Setiana, M.Si.

Pendahuluan

andemi Corona Virus Diseases (Covid) 19 telah megubah perilaku manusia dalam
P menjalani kehidupannya. Pandemi mematikan yang pada mulanya terjadi di Kota

Wuhan China itu telah meyebar hampir ke seluruh pelosok dunia, tak terkecuali
Indonesia. Semua negara dengan caranya masing-masing berusaha mengatasi merebaknya
pandemi Covid-19. Sebagian masyarakat menjadi panik, meski ada juga diantara kelompok
masyarakat yang menanggapi wabah ini secara biasa-biasa saja.

Wabah peyakit memang bukan baru pertama kali terjadi. Dalam sejarah keberadaan
bumi, ratusan tahun yang silam pernah beberapa kali terjadi wabah penyakit yang
mengaruskan semua warganya melakukan karantina mandiri, dan menghentikan seluruh
aktivitas kesehariannya. Beberapa negara pun melakukan langkah antisipasi berupa
karantina wilayah atau yang dikenal dengan istilah lockdown.

Menyebarnya virus corona dan penanganan yang dilakukan oleh masing-masing
negara hingga saat ini bisa dengan cepat diketahui oleh banyak orang di Indonesia. Hal itu
terjadi, karena tak lepas dari peran media massa, media sosial, dan pesan instan. Pesan-
pesan yang tersebar melalui sosial media dan instan mesenger mayoritas pesan-pesan
anonim yang tidak jelas sumbernya. Ada juga pesan-pesan lama yang entah sengaja atau
tidak kembali disebarkan entah untuk tujuan apa.

Arus informasi yang datang dari tiap penjuru dunia semakin tak terbendung.
Informasi yang simpang siur pun terjadi di berbagai kalangan. Terlebih beberapa kali
pemerintah yang memberikan statement-statement kontroversi yang menjadi viral, hingga
mengakibatkan masyarakat semakin kebingungan menyerap informasi khususnya tentang
Covid-19 dan penanganannya.

Muhaemin, dkk (2020) mengungkapkan, pandemi Covid-19 mulai masuk ke
Indonesia pada Maret 2020, dan memasuki akhir April 2020 virus berkembang pesat di
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Jakarta. ibu kota Indonesia. Memasuki bulan April, Covid-19 menyebar dan menyusup ke-
33 provinsi di Indonesia. Harian Kompas dan Rakyat Merdeka (28 April 2020) melansir
terdapat 9.511 orang terinfeksi, 1.254 dinyatakan sembuh, dan 773 pasien meninggal
dunia. Dua media besar ini juga melaporkan setidaknya hampir delapan korban setiap hari
meninggal di Tanah Air akibat virus satu ini.

Dalam perspektif sosiologi komunikasi massa, menurut Fakhruroji, dkk (2020),
Covid-19 telah manjadi tragedi masyarakat dunia, tidak terkecuali Indonesia. Paling tidak,
hal ini dapat dilihat dalam tiga hal. Pertama, peristiwa wabah sering ditenggarai sebagai
sesuatu yang memiliki siklus setiap 100 tahun yang benar-benar telah meluluhlantakkan
kehidupan dan hal ini dapat dilihat hampir secara merata di empat benua sekaligus.
Kedua, wabah ini juga telah membuat masyarakat memaksimalkan teknologi digital untuk
mendukung aktivitas mereka sehari-hari. Ketiga, berbeda dengan ketika menghadapi
perang, semua negara yang terpapar virus corona menunjukkan sikap gagap, terhenyak,
terhuyung-huyung tanpa bisa berbuat banyak seperti yang sangat diharapkan oleh
masyarakat, terlebih oleh para korban dan keluarganya.

Sejak ditemukan kasus pertama pasien yang terpapar Covid-19 di Indonesia, yakni
pada 2 Maret 2020, pemerintah mulai melakukan langkah antisipasi berupa pembatasan
pergerakan manusia baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Jakarta adalah
provinsi pertama yang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), lalu disusul
oleh provinsi lain seperti Jawa Barat, Banten, dan sejumlah provinsi lainnya di Indonesia.

Dengan diberlakukannya PSBB, maka terjadi perubahan perilaku di masyarkat
dalam melaksanakan aktivitasnya. Seiring dengan anjuran pemerintah, masyarakat pun
melakukan segala aktivitasnya dari rumah seperti Bekerja dari Rumah atau Work From
Home (WFH), belajar dari rumah atau Learning From Home (LFH), dan beribadah dari
rumah. Dengan dilaksanakannya kebijakan tersebut ternyata berpengaruh terhadap tingkat
kepemirsaan televisi di Indonesia.

Salah lembaga survey AC Nielsen melakukan pemantauan bertajuk Nielsen Television
Audience Measurement (TAM) di 11 kota. Dari hasil pantauannya menunjukkan rata-rata
kepemirsaan TV mulai meningkat dari rata-rata rating 12 persen di tanggal 11 Maret,
menjadi 13,8 persen di tanggal 18 Maret atau setara dengan penambahan sekitar 1 juta
pemirsa TV.

Durasi menonton TV juga mengalami lonjakan lebih dari 40 menit, dari rata-rata 4
jam 48 menit di tanggal 11 Maret, menjadi 5 jam 29 menit di tanggal 18 Maret. Penonton
dari kelas atas (upper class) menunjukkan kecenderungan lebih lama menonton televisi
sejak 14 Maret, dan jumlahnya juga terus meningkat. Peningkatan ini terlihat dari rata-rata
rating 11.2 persen di tanggal 11 Maret menjadi 13.7 persen di tanggal 18 Maret.

Maraknya pemberitaan di sejumlah stasiun televisi terkait pandemi Covid-19 di
sepanjang periode 1-18 Maret berkontribusi kepada kenaikan kepemirsaan program berita.
Kepemirsaan televisi terhadap program berita naik signifikan (+25%), terutama pada
penonton kelas atas. Kenaikan juga terlihat pada program anak-anak dan series.

Kebijakan tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 yang
diterapkan sejak pertengahan Maret juga memengaruhi kepemirsaan televisi. Segmen
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pemirsa Anak (usia 5-9 tahun) meningkat signifikan, dari rata-rata rating 12 persen menjadi
15.8 persen di tanggal 18 Maret. Bahkan, di Jakarta kepemirsaan di segmen ini mencapai
rating tertinggi yaitu 16,2 persen.

Pandemi Covid-19 juga telah menyebabkan isu kesehatan dan kebersihan
menjadi hal yang sangat diperhatikan. Laporan Nielsen Advertising Intelligence (Ad Intel)
memperlihatkan bahwa sepanjang bulan Maret, frekuensi iklan di televisi meningkat secara
signifikan untuk beberapa produk yaitu produk pencegah penyakit seperti vitamin dan
suplemen, serta penyembuh penyakit seperti obat batuk.

Executive Director Media Nielsen (Indonesia), Hellen Katherina saat diwawancara
wartawan mengatakan, sejalan dengan meningkatnya kasus Covid-19, isu kesehatan
menjadi perhatian bagi masyarakat. Ini mendorong para pelaku industri khususnya terkait
vitamin dan obat-obatan menangkap peluang untuk meningkatkan penjualan produk
mereka dengan cara menambah spot dan anggaran beriklan, baik di media elektronik
seperti televisi maupun media digital.

Adapun lembaga yang mengatur konten dan etika siaran Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI) terus mengingatkan lebaga penyiaran khususnya televisi untuk tetap mengikuti
protokol kesehatan di tengah pamdemi Covid-19 di Indonesia. KPI terus melakukan
pengawasan terhadap isi dan perilaku penyiaran televisi. KPI juga mengingatkan seiring
dengan tren peningkatan pemirsa televisi, maka lembaga penyiaran diminta untuk
memperhatikan isi siaran dengan konten yang selain menghibur juga dapat memberikan
edukasi khususnya di masa pandemi Covid-19.

Selain itu, lembaga penyiaran diingatkan untuk lebih memasifkan sosialisasi
atau kampanye kebijakan social distancing dalam bentuk iklan layanan masyarakat dan
menyisipkannya dalam seluruh program acara yang ditayangkan. Kebijakan jaga jarak
sosial ini pun harus diterapkan dalam ruang produksi atau saat bersiaran. Selain tidak
menghadirkan penonton dalam satu acara live maupun rekaman, para pengisi acara pun
diharapkan dapat menjaga jarak dan menghindari kontak fisik. Tak hanya itu, secara berkala
media televisi juga diminta untuk selalu menyisipkan pesan social distancing dan juga gaya
hidup sehat dalam setiap program siaran.

Terkait dengan program pemberitaan, KPI meminta lembaga penyiaran untuk selalu
menghadirkan informasi yang akurat dan benar tentang perkembangan wabah Covid-19
serta berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi krisis ini. Dalam
program pemberitaaan, juga diminta untuk selalu melakukan edukasi terhadap masyarakat
melalui iklan layanan masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan virus corona.

Imbauan KPI diikuti oleh semua stasiun televisi. Sejumlah program televisi yang
semula menghadirkan audience, selama masa pandemi Covid-19 tidak lagi dihadirkan.
Begitu pula dengan program lainnya, dalam acara diskusi maupun talkshow diterapkan
physical distancing dengan jumlah narasumber minimal.

Stasiun televisi dengan gaya dan kreativitasnya masing-masing menyajikan konten
mengenai penanganan Covid-19. Pertimbangannya tentu target audience dalam setiap
program tayangan yang berbeda-beda, sehingga kemasannya pun harus dilakukan dengan
berbeda. Ada program yang bersifat insertion, ada juga program yang bersifat bloking. Selain
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itu konten mengenai perkembangan dan penanganan wabah Covid-19 juga menjadi sajian
utama dalam setiap program pemberitaan, baik dalam bulletin, maupun breaking news.

Kejadian atau peristiwa yang memiliki dampak atau akibat yang besar demikian
dikatakan Darsono dan Muhaemin (2012) wajar adanya bila kemudian memiliki nilai
berita yang besar pula. Berapa banyak yang akan terkena imbas, dan seberapa parahkah
pengaruhnya terhadap masyarakat menjadi standar ukur kelayakan berita yang tak bisa
diganggu gugat. Semakin besarnya dampaknya, dan semakin luas pengaruhnya, maka
kejadian itulah yang paling layak diberitakan.

Kajian tentang tayangan pandemi covid-19 yang disiarkan televisi menjadi penting
diteliti dan diteladah secara mendalam. Terutama terkait dengan pandangan khalayak
tentang konten tayangan televisi dan implikasinya bagi masyarakat di Jawa Barat. Bukan
sekadar itu, perspesi pemirsa terhadap sikap dan ketaatan televisi di dalam menayangkan
pandemi covid-19, dan sensitivitas televisi dalam membaca peta perubahan masyarakat,
baik sikap maupun perilaku menyusul terpaan informasi pandemi covid-19 juga menarik
dikaji lebih dalam. Berpijak pada latar belakang di atas, maka tulisan hasil penelitian ini
akan mengangkatnya dengan tajuk Tayangan Program Televisi Pandemi Covid-19 Bagi
Masyarakat Jawa Barat.

Metode Penelitian

Tulisan ini berdasar hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam
pandangan Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif dipandang sebagai prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa data tertulis, lisan, maupun
perilaku yang diamati (Moleong, 2008). Dengan metode ini, penelitian dimaksudkan untuk
mengamati pandangan pemirsa terkait tayangan pandemi covid-19 yang disiarkan televisi,
dan implikasinya bagi khalayak di Jawa Barat.

Pendekatan kualitatif dipilih mengingat kajian ini bermaksud menelaah pandangan
yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti seperti yang dipaparkan Mulyana
(2007). Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, berupa pandangan, sikap,
dan perilaku khalayak televisi terkait tayangan pandemi covid-19 dan implikasinya bagi
publik Jawa Barat. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua: sumber data
primer dan sumber data sekunder. Penentuan informan dilakukan dengan purposive
sampling, sebuah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya,
karena informan tersebut dinilai paham tentang apa yang peneliti harapkan (Sugiyono,
2009). Informan sebanyak 25 orang, dengan memperhatikan prinsip representativitas,
dan diharapkan mampu mengungkap data-data atau informasi penting terkait penelitian.
Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi.
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Pembahasan

1. TV, Pandemi Covid-19, dan Khalayak Media

Televisi sebagailembaga penyiaran memiliki peran strategis dalam menginformasikan
banyak hal terkait dengan pandemi covid-19. Media massa, pun demikian televisi diakui
para informan memiliki peran penting dalam memberitakan informasi pandemi covid-19.
Peran ini tidak bisa dibantah, dan hampir semua informan mengakui hal demikian. Andini,
Afifah Widiazmara, dan Anjas Asmara merupakan tiga dari semua informan yang mengakui
peran penting media televisi ini. Andini, misalnya, mengungkapkan bahwa peran televisi di
dalam menyebarkan informasi pandemi covid-19 tergolong strategis. Selain menjadi tugas
media dalam meng-update dan memberitakan situasi terkini tentang virus satu ini, televisi
juga memiliki fungsi mengedukasi masyarakat agar pandemi covid-19 ini tidak menyebar
luas.

Pandangaan serupa juga dikemukakan Anjas Asmara. Di tengah krisis akibat
pandemi covid-19 yang mengglobal, media massa termasuk televisi sangat dibutuhkan
masyarakat. Beragam informasi pandemi covid-19 yang aktual dan faktual ditunggu dan
dinanti masyarakat. Tingkat akurasi berita media televisi yang diyakini masih relatif tinggi
diharapkan akan mampu memerangi informasi hoax yang banyak tersebar melalui media
sosial. Karena itu tidak berlebihan bila kemudian informan satu ini berharap televisi juga
bisa melakukan perannya sebagai watchdog untuk mengawal penanggulangan pandemi
dengan baik.

Pemerintah yang dengan beragam cara tengah menekan laju penyebaran pandemi
ini tentu sangat membutuhkan media penyampai pesan dan informasi kepada masyarakat
luas. Informan lainnya, Afifah Widiazmara berpendapat, televisi yang merupakan salah
satu sarana informasi yang menjadi perhatian publik. Pesan-pesan media televisi sudah
menjadi “asupan” sehari-hari masyarakat. Pasalnya, selama masa pandemi ini, televisi
menjadi andalan masyarakat untuk menjadi rujukan informasi yang akurat dan aktual.

Temuan kasus pasien terpapar pandemi covid-19 yang diumumkan Presiden Jokowi
pada Awal Maret 2020, pemberitaan televisi dan media massa lainnya mulai mengarah pada
informasi perkembangan kasus tersebut. Hampir semua media ramai-ramai memberitakan
kasus ODP dan PDP yang terus bertambah, dan penanganan pemerintah yang terkesan
tidak siap untuk mengatasi pandemi membahayakan satu ini. Dampaknya, pemberitaan
yang terfokus sebatas kasus ODP dan PDP serta kesan ketidaksiapan pemerintah di dalam
menanganinya cenderung menumbuhkan rasa khawatir dan ketakutan masyarakat yang
tinggi. Terlebih berita-berita itu pun disusun dengan informasi akan kosongnya bahan-
bahan kimia, multivitamin, masker, hand sanitiser dan cairan antiseptik. Kecemasan dan
keresahan di tengah masyarakat pun semakin menjadi tinggi dan memuncak.

Sikap para pengelola media televisi di awal masa pandemi cenderung mem-blow
up kasus pandemi covid-19 secara luar biasa, sehingga dipandang sebagian informasi
memunculkan kekhawatiran masyarakat secara berlebihan. Dalam pandangan sebagian
besar informan, sikap para pengelola televisi yang cenderung mengangkat pemberitaan
dengan bingkai pemberitaan yang terfokus pada bahaya mematikan covid-19 dan kesan
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ketidaksiapan pemerintah umumnya memunculkan dua sisi. Satu sisi memunculkan
keresahan, ketakutan, dan kepanikan masyarakat. Di sisi lainnya, framing pemberitaan
televisi seperti itu juga memunculkan kewaspadaan dan sikap siaga masyarakat.

Namun umumnya, menurut pandangan sebagian besar informan, bingkai berita yang
lebih mengangkat sisi bahaya dan kesan ketidaksiapan pemerintah justru memunculkan
keresahan, ketakutan, dan kepanikan masyarakat yang berlebihan. Para pengelola televisi
diharapkan bisa lebih tepat memilih sudut pandang dan bijak dalam membingkai berita.
Informan Mulyani, Bestari, Anastasya, Adinda, Triana, Abdul Hayyi, dan Anggi merupakan
tujuh informan dari sebagian besar informan yang berharap media, termasuk televisi bisa
bersikap lebih bijak dalam mengangkat pemberitaan pandemi covid-19.

Mulyani mengakui bahwa masyarakat memang sangat membutuhkan informasi
mengenai pandemi. Namun di sisi lain, masyarakat menjadi sangat tertekan, akibat
pemberitaan yang lebih menonjolkan secara berlebihan sisi bahayanya. Menurutnya,
pemberitaan covid-19 sebaiknya tidak hanya terfokus menampilkan sesuatu yang
menakutkan secara berlebihan dengan mengabaikan sisi-sisi lainnya yang bisa membuat
masyarakat tetap berpikir positif dan bersikap optimis.

Bahkan dalam pandangan Bestari, media di masa pandemi ini cukup mengerikan.

Terlalu bersemangat memberitakan hal-hal yang bikin jiwa khawatir berlebihan.
Padahal, kunci sehat tuh dari dalam diri, pikiran, dan jiwa yang harus positif. Karena
itu untuk khalayak, saya rasa tidak perlu mencari tahu terlalu banyak tentang masalah
covid. Cukup tahu kalau virus ini berbahaya, dan cara pencegahan, seperti dengan
physical distancing, penggunaan masker, cuci tangan, dan lainnya.

Pendapat senada juga dikemukakan Anastasya. Media memang berfungsi
menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Namun
demikian, menurutnya, pemberitaan pandemi covid-19 sebaiknya diinformasikan secara
bijak dan tidak berlebihan. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat, media semestinya
dapat menginformasikan berita dengan tepat kepada masyarakat, sesuai dengan kebutuhan
dan takaran yang diperlukan masyarakat. Ini penting, sebab bila berlebihan, masyarakat
bukannya menjadi waspada malah akan memunculkan kepanikan yang semestinya tidak
terjadi.

Diakui Adinda, pemberitaan media pada awal pandemi copid-19 lebih banyak
mengangkat pemberitaan yang menakutkan secara berlebihan. Informasi covid 19 seolah
tidak dibuka untuk mengurangi kepanikan, dampak psikologinya publik menjadi panik
secara berlebihan pula. Triana juga berpendapat senada, Menurutnya, dalam masa pandemi
covid-19 ini, media menjadi acuan dan sumber informasi masyarakat. Menimbang hal ini,
maka media seharusnya tidak terlalu memprioritaskan sesuatu yang menakutkan, karena
informasi seperti ini akan membuat khalayak semakin panik dan khawatir, sehingga
berimplikasi pada kesehatan yang kurang membaik. Media seharusnya lebih mengutamakan
cara pencegahannya dan saling bahu membahu untuk saling mengingatkan satu sama lain
agar korban berkurang serta virus secepatnya hilang.

Abdul Hayyi berharap media televisi dapat menyampaikan variasi berita, dari mulai
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sejarah, cara penyebaran, korban jiwa, sampai ke proses penanggulangannya. Bila tidak
bijak dalam memberitakan, bisa memunculkan kepanikan masyarakat. Karena itu, media
harus pintar untuk menenangkan masyarakat atau minimal tidak membuat panik yang
berlebih. Kendati kebenaran itu harus disampaikan, tapi bijak dalam memberitakan adalah
yang hal tidak kalah pentingnya.

Di tengah pandemi covid-19 saat ini, Anggi menilai, media memberitakan covid-19
secara terus-menerus. Seolah-olah hanya covid-19 yang perlu diberitakan. Perhatian publik
pun seolah hanya tertuju ke sana. Hal itu tentu saja memengaruhi psikologis khalayak.
Informasi yang berlebihan ini semakin hari semakin menjadi momok menakutkan.
Akibatnya masyarakat merasa cemas, takut, dan khawatir. Bahkan tidak sedikit orang yang
merasa seperti memiliki gejala covid-19. Media semestinya seimbang dalam memberitakan
Covid-19 ini. Kabar baik dan kabar buruk harus seimbang agar masyarakat dapat
menghadapi situasi tanpa ada kecemasan berlebih.

2. Tren Perubahan Konten Siaran Televisi

Konten pemberitaan dan tayangan televisi di masa pandemi covid-19 tidak stagnan
sebatas tentang penyebaran dan bahaya virus corona semata. Tetapi juga mengalami
perubahan sebagaimana siklus pemberitaan pada umumnya. Tren konten siaran televisi
di masa pandemi covid-19 ini berubah bukan hanya sejalan dengan perkembangan
siklus pandemi covid-19 itu sendiri, tetapi juga berubah menyusul munculnya kebijakan
pemerintah, dan pertumbuhan tingkat kesadaran dan kedewasaan masyarakat di dalam
menyikapi beragam informasi terkait pandemi covid-19.

Dalam pandangan Herdiansyah, tren perubahan itu terjadi seiring dengan terbukanya
kesadaran masyarakat akan bahaya wabah covid-19. Faktor lain yang mendukung tren
pemberitaan dan program tayangan televisi juga imbauan dan etika pemberitaan yang
dikeluarkan pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan asosiasi penyiaran,
menyusul munculnya kekhawatiran khalayak media yang berlebihan akibat pemberitaan
yang lebih menekankan pada sisi bahaya covid-19 seraya mengabaikan sisi penangannya.
Pada fase ini, muncul tren pemberitaan yang mengarah kepada tayangan-tayangan yang
memberikan informasi mengenai upaya antisipasi dan cara menghindarkan diri dari
pandemi Covid-19 ini.

Namun begitu, pada fase tersebut beragam informasi mengenai PDP meninggal
yang masih tinggi dibanding PDP yang sembuh. Informasi seperti ini masih mendominasi
pemberitaan dibanding isu-isu lain pemberitaan terkait pandemi. Akibatnya, tingkat
ketakutan dan kekhawatiran pemirsa masih relatif tinggi. Tapi setidaknya, pada fase ini
pemberitaan televisi mulai memokuskan diri pada penanganan pandemi virus, yang secara
lamban laun mulai menurunkan tensi ketakutan dan kekhawatiran pemirsa.

Sekalipun rasa dan kekhawatiran pemirsa tidak menurun begitu drastis, tapi
setidaknya perhatian masyarakat mulai terfokus pada bagaimana mengantisipasi dan
menjaga diri dan keluarga dari kemungkinan terpapar virus corona. Pada fase ini, maka
imbauan pemerintah yang meminta masyarakat untuk stay at home, work from home, dan
kuliah atau belajar dari rumah pun diikuti dan ditaati sebagian besar masyarakat. Kesadaran
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untuk selalu menjaga gaya hidup sehat pun terus dilakukan masyarakat. Motifnya tentu
masih didominasi ketakutan atas bahaya virus corona yang mematikan tersebut. “Ya,
kesadaran saya dan keluarga melakukan semua itu karena kekhawatiran dan ketakutan atas
bahaya covis-19,” papar Maman Suryaman.

Pada pertengahan April 2020, pemberitaan televisi mulai mengarah kepada hal-hal
yang menyejukkan dan membuat ketenangan di masyarakat, terkait perkembangan dan
penanganan wabah Covid-19 ini. Darsono mengatakan:

Diantaranya pemberitaan mengenai peingkatan jumlah PDP yang sembuh,
rencana pemberitan bantuan insentif bagi masyarakat, dan lain-lain. Pemberitaan
yang menenangkan ternyata membuat masyarakat pemirsa merasa lebih nyaman
sekalipun masih berada di tengah pandemi yang belum aman. Tetapi di fase ini,
sayangnya ada implikasi lanjutan yang kurang bagus, seperti pelanggaran phisical
distancing, karantina mandiri, dan pembatasan sosial.

Menyusul fase tersebut, tren konten pemberitaan televisi khususnya, dan media massa
umumnya memasuki fase colling down dari pemberitaan pandemi covid-19 yang seram
dan menakutan. Isu pemberitaan di masa pandemi covid-19 ini pun mulai bergeser ke sisi
implikasi ekonomi dan sosiologis. Di awal bulan Mei, seiring dengan pemberitaan yang
berkembang, tayangan televisi dan pemirsa mulai kurang tertarik kepada perkembangan
kasus covid-19. Pada fase ini, tayangan televisi dan tren pemberitaan lebih terfokus
pada langkah-langkah penanganan masalah dampak sosial dan ekonomi yang terjadi di
masyarakat, seperti soal mudik, dan pembagian pembagian bantuan yang dinilai banyak
yang tidak tepat sasaran.

Perubahan konten televisi pada masa pandemi covid-19 juga diakui Fauzan.

Bagi saya, pada awalnya media kebanyakan memberitakan hal yang terlihat sangat
mengerikan. Bukan salah media, memang sedang momennya seperti itu. Tidak lepas
juga karena pemerintah yang gagap menanggapi kasus ini, seperti kasus pertama
di Depok, media akhirnya mengolah berita ini sehingga terlihat menakutkan.
Dampaknya kepada psikis masyarakat, terjadi panic buying, harga masker, dan
handsanitizer melonjak tinggi. Sekarang sudah sangat berbeda. Media sudah sangat
berperan dalam hal menyebarkan informasi yang lebih positif. Karena memang
keadaan Indonesia mulai merangkak stabil, ditambah banyaknya berita donasi dari
berbagai kalangan, hingga dukungan terhadap tim medis maupun mereka yang ada
di garda terdepan. Ini sangat baik, karena berpengaruh pada ketenangan masyarakat
dalam menanggapi covid-19 ini, dan juga membuat imun tubuh yang baik, karena
setiap hari disuguhi berita yang baik.

3. Terpaan Pesan Tayangan Pandemi Covid-19

Dalam kondisi masyarakat yang terfokus pada pandemi covid-19, peran media
televisi dalam menyampaikan informasi aktual, faktual, menarik, dan penting bukan
lagi sekadar “konsumsi” pelengkap, tapi sudah menjadi “menu” santapan masyarakat
dalam kesehariannya. Fenomena ini muncul bukan tanpa alasan, selain karena kebutuhan
akan informasi yang ter-update terkait dengan perkembangan dan penanganan pandemi
covid-19, juga karena ada rasa takut, khawatir, dan panik akan bahaya virus membahayakan
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itu. Tayangan televisi, juga konten berita media masssa lainnya, menjadi laku diserbu
khalayak media bak kacang goreng. Terbukti jumlah tonton masyarakat terhadap media
televisi mengalami peningkatan yang tidak biasa, pun demikian pembaca media massa
lainnya.

Suryaman, Dadang, dan Dedi adalah tiga dari sekian informan yang mengakui bahwa
dirinya di masa pandemi covid-19 ini mengalami lonjakan waktu tonton pada tayangan
pemberitaan televisi. Ketiganya mengakui, daya dorong terkuat menonton tayangan televisi
lebih disebabkan karena faktor keingintahuan yang lebih dalam tentang perkembangan dan
penanganan Covid-19 ini, dan adanya kekhawatiran besar atas bahaya virus mematikan
itu bagi kesehatan dan keselamat hidup diri dan keluarganya. Suryaman (58) menegaskan:

Pada masa awal pertumbuhan pandemi Covid-19 di Indonesia, budaya tonton
dalam menyimak tayangan pemberitaan televisi yang saya lakukan meningkat
tajam. Bila pada masa-masa sebelumnya, jujur, saya bukan penyuka tontonan berita
televisi. Kalau pun menonton hanya sekali-kali saja, bahkan terkadang nonton
karena kebetulan, bukan karena kesengajaan. Tapi belakangan ini, sejak pandemi
covid-19 tersebar merata di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, minat
saya menonton tayangan pandemi covid-19 meningkat tajam. Bahkan dalam hampir
setiap televisi menayangan berita, saya hampir selalu menonton dan menyimaknya.
Mengapa ini saya lakukan? Utamanya ada rasa ingin tahu lebih banyak, dan ada rasa
takut juga akan bahaya covid-19.

Pendapat serupa juga dikemukakan Dadang (51) dan Dedi (45). Keduanya sependapat
bahwa minat nonton dan jawal melihat tayangan berita pandemi corona juga meningkat.
Ya, menonton berita televisi jadi rajin, juga rutin. Terutama pada masa-masa awal pandemi
covid-19 itu merebak di Indonesia. Virus yang menghebohkan, sekaligus menakutkan itu
membuat saya kuantitas menonton berita televisi meningkat tajam. Bahkan hampir dapat
dikatakan memaksakan diri untuk selalu memperbarui informasi melalu nonton televisi
ini. Motifnya ingin tahu, dan keinginan tinggi untuk melindungi diri dan keluarga dari
ancaman bahaya virus ini, sehingga perlu tahu banyak tentang cara menjauhkan diri dan
mengantisipasi virus berbahaya satu ini.

“Ledakan” waktu tonton masyarakat di dalam menyimak tayangan pemberitaan
televisi di masa pandemi Covid-19 sepertinya terjadi pada hampir semua masyarakat.
Data informan yang diteliti menunjukkan hal demikian. Tak mengherankan bila kemudian
terpaan pesan pemberitaan pandemi covid-19 ini hampir merata di berbagai lapisan
masyarakat. Tentu dengan efek yang tidak selalu sama pada setiap individu. Bisa sama, bisa
juga berbeda. Namun secara umum, merujuk pada data penelitian menunjukkan, bahwa
terpaan pesan pemberitaan covid-19 terpilah ke dalam tiga jenis, yakni efek kognisi, afeksi,
dan konasi.

Efek kognisi hampir merata pada semua informan yang diteliti. Hampir semua
informan mengakui memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup banyak tentang
pandemi covid-19 ini. Bukan hanya tentang bagaimana virus itu menyebar, berapa lama
masa inkubasi, sejauh mana bahayanya, sampai dengan bagaimana cara mengantisipasi
agar terhindar dari virus berbahaya satu ini. Suryaman, Dadang, Dedi, Ina dan Mudrikah
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mengakui bahwa dirinya memiliki informasi cukup lumayan banyak tentang covid-19.
Sumber utama pengetahuan yang mereka miliki ini sebagian besar berasal dari tayangan
pemberitaan televisi, sisanya media cetak, dan media online.

Efek kognisi yang hampir merata di kalangan informan terkait dengan pandemi
covid-19 ini berimplikasi lanjutan pada efek afeksi. Bisa berupa rasa, bisa berbentuk sikap.
Bila dalam efek kognisi hampir sama dan merata pada semua informan, namun terkait
efek afeksi tidak demikian. Ada kelompok informan yang merasa was-was, takut, khawatir,
dan cemas. Ada juga kelompok informan yang merasa tenang. Rasa takut, khawatir, diakui
kelompok satu ini wajar adanya sebagai manusia. Tapi pembedanya di kelompok informan
ini rasa tenang menghadapi virus corona jauh lebih mendominasi dibanding kelompok
pertama. Bila kelompok yang memiliki rasa khawatir, takut, dan was-was yang berlebihan
umumnya diikuti sikap panik yang juga tak terkontrol. Berbeda dengan kelompok yang
memiliki rasa tenang. Implikasi lanjutan kelompok ini pada sikap waspada dan selalu siaga
menghadapi kondisi apapum.

Efek konasi atau dikenal juga dengan sebutan efek psikomotorik merujuk pada hasil
penelitian ini terpetakan menjadi dua kelompok informan. Kelompok pertama, adalah
kelompok yang kerap bertindak didorong akibat kepanikan, bukan perilaku yang didorong
karena kesadaran diri dan akal sehat. Kelompok kedua, adalah kelompok yang umumnya
melakukan tindakan yang didasarkan atas dasar kesadaran dan akal sehat, juga tindakan
yang didasarkan pada sikap kehati-hatian, waspada, dan siaga. Bukan tindakan yang
dilakukan karena kepanikan, ketakutan tak berdasar, dan was-was yang tak berdasar alasan
logis.

4. Regulasi, TV, dan Peran KPI

Dalam kaitan dengan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), publik Jawa Barat
menilai KPI maupun KPID Jabar berhasil menjalankan perannya sebagai lembaga pemantau
dalam penyiaran. Di masa pandemi Covid-19, informan menilai lembaga yang mengatur
konten dan etika siaran ini berhasil mengingatkan lembaga penyiaran khususnya televisi
untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan.

Dalam pandangan Herdiansyah, peran sukses Komisi Penyiaran Indonesia di dalam
memantau dan mengingatkan lembaga penyiaran dapat terlihat dengan perilaku lembaga
penyiaran pada tataran praktiknya.

KPI melaksanakan pengawasan bukan hanya pada isi, tetapi juga pada perilaku
penyiaran televisi itu sendiri. Seiring dengan tren peningkatan pemirsa televisi,
misalnya, lembaga penyiaran diingatkan untuk memperhatikan isi siaran dengan
konten yang selain menghibur juga dapat mengedukasi publik terkait pandemi
Covid-19.

Tak hanya itu, iklan layanan sosial terkait imbauan pencegahan pandemi Covid-19
juga ditaatilembaga penyiaran. Pun demikian, imbauan KPID agar lembaga penyiaran selalu
memperhatikan protokol kesehatan. Lembaga penyiaran bukan hanya tidak menghadirkan
penonton dalam acara live atau pun rekaman, pengisi acara pun diminta tetap berjaga jarak.
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Informan berpandangan peta perubahan konten pemberitaan televisi, satu
diantaranya juga disebabkan permintaan KPI yang mengingatkan lembaga penyiaran
untuk lebih bijak di dalam data dan fakta kepada khalayak. Herdiansyah melihat apa yang
diharapkan KPI mendapat sambutan semua stasiun televisi. Program televisi yang awalnya
menghadirkan penonton, pun demikian acara diskusi ataupun talkshow, imbauan KPI
mendapat sambutan positif.

Dalam pandangan informan, media televisi sejatinya dapat menjadi media yang
paling efektif dalam menyiarkan beragam informasi dari pemerintah, yang dalam hal ini
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Satu di antaranya akan sangat efektif,
bila saja informasi pandemi Covid-19 ditayangkaan secara serempak oleh seluruh stasiun
televisi yang ada. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memang secara rutin
menggelar acara konferensi pers yang berisi beragam informasi penting yang telah dilakukan
baik oleh Tim Gugus Tugas, maupun kementerian lain yang mengeluarkan kebijakan di
kementeriannya. “Namun sayangnya, hanya dua stasiun televisi yang menyiarkan kegiatan
itu secara langsung yakni TVOne dan Metro TV. Sementara stasiun televisi lainnya
menyiarkan kegiatan tersebut dalam bentuk straight news yang menjadi salah satu konten
di program berita,” demikian dijelaskan Herdiansyah..

Kendati tayangan secara langsung itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat melalui
channel youtube milik BNPB, namun tidak serta merta masyarakat kemudian menyaksikan
tayangan tersebut. Karena masyarakat pemirsa masih bisa meninggalkan informasi yang
disampaikan dengan menyaksikan program lain di stasiun televisi lain. Padahal informasi
yang disampaikan dalam jumpa pers itu bukan hanya soal penanganan semata, tetapi juga
banyak informasi penting yang berkaitan dengan upaya menghindari pandemi virus corona.

Hal itu karena disadari bahwa perang terhadap virus corona bukan hanya bisa
diselesaikan oleh pemerintah saja. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat program
pemerintah untuk memutus rantai penularan Covid-19 tidak akan pernah tercapai.
Karenanya informasi informasi penting seyogyanya bisa tersampaikan kepada seluruh
masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, sehingga dapat dilaksanakan sepenuhnya
oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Penutup

Tulisan yang mengangkat hasil kajian terkait “Tayangan Pandemi Covid-19 di Media

Televisi bagi Publik Jawa Barat” ini setidaknya menyiratkan simpulan sebagai berikut:

1. Dalam konteks pandemi Covid-19, televisi dinilai memiliki peran strategis sebagai
sumber rujukan dan pijakan publik dalam memahami banyak hal terkait pandemi
Covid-19. Tayangan pemberitaannya menjadi ditunggu dan dinanti-nanti publik,
mengingat televisi dinilai sebagai salah satu media massa yang memiliki tingkat akurasi
yang tinggi. Pun demikian tingkat aktualitas dan faktualitasnya. Pemberitaan televisi
pada masa-masa pandemi Covid-19 dinilai terlalu menonjolkan data-data dan fakta
yang menakutkan bagi pemirsa televisi. Sudut bidik berita dan framing media yang
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lebih memokuskan pada sisi korban dan kematian memunculkan kekhawatiran dan
kecemasan berlebih pada khalayak. Dalam konteks pandemi covid-19 yang menuntut
imun orang dalam posisi yang kuat, pemberitaan televisi yang memunculkan ketakutan
berlebihan justru dinilai kontraproduktif. Berpijak pada hal itu, maka para pengelola
televisi khususnya, dan media massa umumnya, diharapkan dapat bersikap bijak dalam
memberitakan data dan fakta pemberitaan.

2. Konten tayangan dalam pemberitaan pandemi Covid-19 memiliki siklus tren perubahan
yang dipengaruhi banyak hal. Bukan hanya karena siklus pandemi itu sendiri mengalami
perubahan, tetapi juga dipengaruhi munculnya imbauan dan beragam regulasi yang
muncul. Pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baik pusat maupun daerah,
juga para pihak yang terkait dengan ini dinilai memiliki kaitan dengan peta perubahan
siklus pemberitaan itu sendiri. Bahkan yang tak kalah pentingnya, tren perubahan
pemberitaan itu juga ditentukan peta pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat yang
menjadi sasaran bidik tayangannya.

3. Terpaan pesan tayangan pemberitaan covid-19 media televisi memiliki efek pesan pada
khalayak. Bukan hanya efek kognitif, afektif, tapi juga efek konatif. Dalam kaitannya
dengan efek kognisi, pemirsa menjadi lebih banyak tahu, dan menjadi lebih paham.
Efek afeksi, muncul dalam bentuk rasa atau pun sikap. Pemberitaan tayangan televisi
di masa awal pandemi lebih memunculkan efek afeksi berupa was-was, khawatir, takut,
cemas, dan panik. Tapi sebagiannya juga memunculkan efek afeksi berupa kewaspadaan
dan tetap untuk selalu siaga. Efek konasi memunculkan tindakan atau perilaku yang
bisa sama atau pun bisa berbeda satu sama lain. Dalam konteks efek konasi, riset ini
berhasil memetakan dua kelompok informan. Kelompok yang bertindak atas dorongan
kepanikan, bukan perilaku yang didasarkan atas kesadaran diri dan akal sehat. Kedua,
kelompok yang melakukan tindakan dengan dasar kesadaran dan akal sehat, serta sikap
kehati-hatian, waspada, dan siaga. Pendeknya, bukan tindakan karena kepanikan, atau
ketakutan tak berdasar, dan was-was yang tak logis.

4. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada masa pandemi Covid-19 dinilai informan sukses
memerankan fungsinya di dalam memantau, mengawasi, dan mengingatkan lembaga
penyiaran untuk senantiasa mengangkat data dan fakta pemberitaan dengan cara
arif dan matang. Perilaku lembaga penyiaran yang senantiasa taat pada prosedul dan
protokol kesehatan dinilai juga sebagai salah satu keberhasilan KPI dan KPID dalam
memerankan dirinya melakukan pengawasan dan pemantauan baik terhadap lembaga
penyiaran nasional maupun lokal. []
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PROGRAM SIARAN TELEVISI DAN
RADIO BERBASIS KONTEN LOKAL
DI KABUPATEN SUBANG

Dr. Mahi M. Hkikmat, M.Si., Dadan Firdaus, M.Ag., dan
Yadi Mardiansyah, S.S., M.Ag.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kondisi penyiaran konten lokal di Kabupaten Subang. metode
penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengambilan data secara daring.
Hasil yang didapat dalam penelitian, belum maksimal dalam penyiaran konten lokal oleh
lembaga -lembaga penyiaran di Kabupaten subang dalam hal pendidikan. Penyebabnya belum
dimaksimalkannya lembaga-lembaga sumber konten lokal seperti lembaga pemerintahan,
lembaga pendidikan, organisasi-organisai kemasyarakat, komunitas - komunitas pendidikan,
budaya dan pariwisata.

Kata Kunsi: Subang, siaran, konten lokal, KPI, lembaga penyiaran
Pendahuluan

embaga penyiaran adalah lembaga yang bergerak dalam penyebarluasan siaran
kepada masyarakat. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

(P3SPS), telah mendefinisikan penyiaran sebagai:

“kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana
transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi
radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara
serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

Siaran yang dipandang layak untuk disampaikan kepada masyarakat. Menurut
Komisoner bidang Isi Siaran KPI Pusat, tidak sepenuhnya siaran itu harus berat pada
kepentingan bisnis. Ada fungsi lain yang juga penting diperhatikan seperti pendidikan,
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informasi, dan kontrol sosial (RG, Pemantauan Siaran dan Analisis Dampak Sebuah
Tayangan, 2019). Jadi isi siaran yang ditekankan akan berfungsi sebagai pendidikan,
informasi dan kontrol sosial, dan bisnis.

Empat pokok isi siaran ini haruskah berimbang. Apalagi dengan aset, sumber
daya alam, dan potensi Negara Indonesia; khususnya kabupaten Subang dengan luas
1.893,95km?, sekitar 5,35% dari luas Jawa Barat, pasti memiliki aset besar. Terbukti
kabupaten ini merupakan Kabupaten Pertanian terbesar ke-tiga se-Jawa Barat, dengan luas
panen tanaman padi 173.635,3 km?* pertahun terbesar setelah Indramayu dan Karawang.
Bukan itu pula, Subang telah memproduksi dengan luas panen tanaman anggrek 727.257
terbesar se-Jawa Barat, dengan produksi 3.585.267 tangkai. Malahan kelapa sawit terbesar
dengan 1.250 ton pertahun.

Bukan hanya dalam pertanian dalam bidang kebudayaan Kabupaten Subang,
memiliki beragam kesenian, seperti: kesenian sisingaan, kliningan jaipongan. Didukukung
juga dengan situs Cagar Budaya Nay Subang Larang dan Pemukiman Tradisional Kampung
Ciherang.

Kabupaten Subang juga memiliki infrastruktur yang jarang dimiliki oleh kabupaten-
kabupaten yang ada di Jawa Barat. Stasiun Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG),
Lanud Surya Darma. Tidak semua kabupaten kota di Jawa Barat memilikinya. Terdapat
juga dua Pelabuhan, Pamanukan dan Patimban dengan Status Hirarki Pelabuhan Utama.
Dalam hal, penyiaran sudah tumbuh di kabupaten ini 16 Lembaga Penyiaran.

Asset-aset di atas, malahan kalau lebih digali potensi Kabupaten Subang akan
lebih banyak lagi, namun sayangnya kurang diminati. Bisnis tidak melirik bahwa asset-
aset di atas sebagai konten lokal yang memiliki keuntungan ekonomi. Program siaran
selalu didominasi oleh konten-konten Jakarta. Informasi ini tidak dapat menjadi kontrol
sosial, sehingga berujung pada konsentrasi, ide, pemikiran dan wacana masyarakat yang
berkembang dimasyarakat terkonsentrasi pada isu-isu nasional. Isu-isu di sekitarnya, yang
memengaruhi pada kehidupannya sehari-hari, seringkali terabaikan. Masyarakat akan
lebih mengetahui isu-isu yang berada di Jakarta dan dunia, atau jaraknya jauh, daripada isu
yang berada di kabupatennya masing-masing.

Atas permasalahan di atas, penelitian dilakukan untuk mengetahui kondisi program
siaran lokal televisi dan radio di kabupaten Subang pada masa revolusi industri 4.0
relevansinya dengan pengawasan pelaksanaan P3SPS di lingkungan lembaga penyiaran
lokal kabupaten Subang. Tujuan penelitian ini, untuk mendeskripsikan Siaran konten lokal
bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban, namun dapat bernilai bisnis.

Metodologi

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini termasuk jenis penelitian
deskriptif. Jenis penelitian deskriptif ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk
menganalisa mengenai implemnetasi Undang-undnag No. 32 Tahun 2002 dalam segi
pengawasan tentang penyiaran oleh KPI terhadap program siaran lokal di Kabupaten
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Subang. Analisa pengawasan lebih mengarah kepada bagaimana program siaran lokal
dapat menjadi siaran yang bernilai bisnis. Sehingga siaran konten lokal mendapatkan porsi
lebih banyak dari yang diwajibkan lembaga penyiaran televisi paling sedikit 10% atau radio
60% dari durasi yang ditanyangkan.

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan penyebaran angket daring
kepada masyarakat Subang. data juga diambil menggunakan studi dokumentasi dari
berbagai penelitian dari jurnal, skripsi, tesis dan disertasi terkait pengawasan dan
implementasi konten siaran lokal di lembaga-lembaga penyiaran.

Pembahasan

1. KPI/KPID bukan Regulator Penyiaran

Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review yang
diajukan oleh kelompok industri media terhadap kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia
sebagai lembaga regulator penyiaran, menyebabkan Komisi Penyiaran Indonesia kehilangan
kewenangan untuk menjadi regulator tunggal dalam tatanan sistem penyiaran di Indonesia.
Menurut Sjuchro (2017: 83) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menghapus
sejumlah kewenanganyang seharusnya dimiliki oleh KPI selaku lembaga regulator
penyiaran, yaitu membuat regulasi di bawah Undang-Undang Penyiaran. (Cahyanto & Aji,
2019).

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, sebagai
lembaga independen yang salah satu tugasnya mengawasai isi siaran lembaga penyiaran,
tidak dapat berbuat banyak. Sederet hukum yang diberikan kepada KPI/KPID dalam (UU
Penyiaran, 2002), diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 6 disebutkan bahwa
Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan
penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 8 ayat (2) huruf ¢
menyebutkan bahwa KPI/KPID memiliki wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan
dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 8 ayat (3) huruf a
menyebutkan bahwa KPI/KPID memiliki kewajiban menjamin masyarakat untuk
memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. (Fatmala,
2018, pp. 75-76)

KPI/KPID diberikan wewenang kegiatan pengawasan lembaga-lembaga penyiaran
bertujuan untuk mendorong Lembaga Penyiaran untuk menjalankan fungsi penyiaran
yang mendidik, memberikan informasi yang sehat, hiburan yang sehat, bisa sebagai
perekat sosial dan kontrol sosial sebagaimana diamanatkan UU No. 32 tahun 2002 tentang
penyiaran. (Fatmala, 2018: 76).

Lembaga ini memiliki tugas berat, namun berkedudukan sebagai “independent
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regulatory body”. KPI/KPID mengatur hal-hal mengenai penyiaran, pemerintah
menyatakan bahwa hal itu bukan berarti KPI memiliki kewenangan dalam pemberian izin
penyelenggaraan penyiaran. Berdasarkan UU Penyiaran, KPI telah diberi peran sebagai
pemberi rekomendasi bagi permohonan izin penyiaran atau perpanjangan izin penyiaran,
dan hal itu harus dilihat dalam konteks independensi dalam pembuatan pedoman
penyiaran dan pengawasan mutu siaran yang berujung pada pemberian atau penolakan
pemberian rekomendasi bagi pengeluaran atau perpanjangan izin penyiaran. Karena
KPI memiliki peran sebagai pemberi rekomendasi izin penyiaran, maka kewenangan
pemberian izin berada ditangan pemerintah yang kewenangannya didelegasikan kepada
Menteri Komunikasi dan Informatika. Dengan kata lain, KPI tidak mungkin sekaligus
pemegang kewenangan pemberi izin di satu sisi dan di sisi lain menjalankan amanat UU
Penyiaran sebagai pemberi rekomendasi bagi penerbitan izin penyelenggaraan penyiaran.
(Kusmantoro, 2019: 48).

Dengan kedudukan KPI di atas, akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan lima
amanat penting demokratisasi yang terkandung dalam UU Penyiaran 2002. Lima amanat
demokrasi tersebut, antara lain:

(1) diperkenalkannya gagasan tentang Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator
penyiaran;

(2) diubahnya status TVRI dan RRI menjadi lembaga penyiaran publik,

(3) diperkenalkannya proses perolehan Izin Penyelenggaraan Penyiaran menjadi transparan
dan akuntabel terhadap publik,

(4) diperkenalkannya gagasan Lembaga Penyiaran Komunitas, dan yang menjadi fokus
perhatian tulisan ini adalah

(5) kewajiban mengembangkan SS] bagi stasiun televisi dan radio yang ingin bersiaran
lintas wilayah atau bersiaran secara nasional. (Armando, 2019: 43).

Kondisi ini, berpotensi KPI/KPID tidak dapat melaksanakan amanat UU Penyiaran,
atau hanya sebagian. Oleh karena itu, KPI/KPID sering dipandang tidak tegas terhadap
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran.

Selain pengawasan pada pelanggaran, KPI/KPID juga memiliki tugas dalam
mendorong lembaga penyiaran untuk melaksanakan P3SPS. Salah satu pasal dalam P3SP
adalah pasal siaran lokal, dimana lembaga penyiaran wajib menyiarkan siaran konten lokal
sedikitnya 10% sering terabaikan. Di sisi lain, pemerintah sebagai pemberi izin, tak pernah
memaksa stasiun-stasiun televisi nasional di Jakarta untuk beradaptasi dan mengembangkan
jaringan stasiun di daerah sebagaimana diamanatkan di UU. Ketidaksungguhan pemerintah
juga tercermin dalam aturan mengenai siaran lokal. PP No 50 menyatakan stasiun televisi
yang berjaringan harus memuat siaran lokal minimal 10% dari keseluruhan jam siaran.
Namun, dalam PP itu, tidak termuat sanksi yang tegas dalam hal pelanggaran terhadap
kewajiban tersebut. (Armando, 2019: 51-53).
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2. Problematika Sistem Siaran Jaringan (SS])

Pengaturan tentang Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia juga mensyaratkan adanya
stasiun induk jaringan dan stasiun anggota jaringan. Pasal 5 (Permenkominfo 43/2009)
menyebutkan bahwa stasiun induk jaringan merupakan stasiun penyiaran yang bertindak
sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh stasiun anggota dalam sistem stasiun
jaringan. Sedangkan stasiun anggota merupakan stasiun penyiaran yang tergabung dalam
suatu Sistem Stasiun Jaringan yang melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari
stasiun induk. Pasal 5 juga mengatur bahwa setiap lembaga penyiaran swasta hanya dapat
berjaringan dalam satu Sistem Stasiun Jaringan dan stasiun anggota dalam Sistem Stasiun
Jaringan hanya dapat berjaringan dengan 1 (satu) stasiun induk. Menurut ketentuan Pasal
6 (Permenkominfo 43/2009), stasiun induk berkedudukan di ibukota provinsi. Sedangkan
stasiun anggota dapat berkedudukan di provinsi, kabupaten dan kota. Undang-Undang
Penyiaran dan peraturan pelaksananya tidak mengatur kriteria minimal stasiun anggota
jaringan dalam Sistem Stasiun Jaringan. (Kusmantoro, 2019: 33)

Dalam hal kebudayaan, SS] memungkinkan televisi di Indonesia menjadi media
yang memelihara kebudayaan lokal di daerahnya masingmasing; menyediakan tempat bagi
seniman, budayawan, artis, musik, film atau produk budaya lain yang berpijak pada daerah
masing-masing. Dalam hal ekonomi, SSJ memungkinkan tumbuhnya stasiun-stasiun
televisi lokal, rumah-rumah produksi lokal, Lembaga periklanan lokal, dan menyediakan
lapangan pekerjaan bagi masyarakat di setiap daerah untuk bekerja di lembaga penyiaran
televisi. Dengan demikian, terlihat bahwa SS] pada dasarnya adalah system pertelevisian
yang akan membawa manfaat bagi banyak pihak.

Namun, pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi
di Indonesia tidak menjamin kepastian hukum. Pertama, LPS Jasa Penyiaran Televisi
existing gagal menjalankan Sistem Stasiun Jaringan sesuai dengan amanat UU Penyiaran
dan peraturan pelaksananya. Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan tertunda-tunda hampir
selama 10 tahun tanpa adanya sanksi yang diberikan kepada LPS Jasa Penyiaran Televisi
existing.

Kedua, pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan gagal mewujudkan keberagaman
kepemilikan (diversity of ownership) dan keberagaman isi (diversity of content) sebagaimana
diamanatkan UU Penyiaran dan peraturan pelaksananya. Pada praktiknya, LPS Jasa
Penyiaran Televisi yang bertindak sebagai stasiun induk jaringan sebagian besar memiliki
atau menguasai saham mayoritas atas kepemilikan stasiun anggota jaringannya. Ketiga,
UU Penyiaran dan peraturan pelaksananya tidak mengatur norma atau ketentuan yang
mengatur tentang jumlah minimal stasiun anggota jaringan dalam suatu Sistem Stasiun
Jaringan. Hal tersebut dapat berdampak pada penilaian tentang masuk atau tidaknya LPS
Jasa Penyiaran Televisi tersebut dalam suatu Sistem Stasiun Jaringan. (Kusmantoro, 2019:
54-55)

KPI hampir meninggalkan sama sekali upaya memperjuangkan SSJ, dan memilih
untuk memusatkan perhatian pada hanya isi siaran. KPI sebenarnya memiliki peran
menentukan dalam penegakan SSJ. Ini bisa dilakukannya melalui proses perizinan.
UU Penyiaran menetapkan bahwa proses perolehan Izin Penyelenggaraan Penyiaran
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(IPP) pertama-tama harus melalui KPI. Dalam hal ini, KPI bisa memaksa agar, untuk
memperoleh IPP, setiap stasiun televisi besar harus menjalankan SSJ dengan bekerja sama
atau mendirikan stasiun televisi lokal yang siarannya mencakup muatan lokal dan memiliki
izin siaran di daerah tersebut. Namun, ini tidak pernah dilakukan. (Armando, 2019: 55-56)

3. Program Siaran Berbasis Konten Lokal

Meski teknologi terus berkembang namun ia mengakui pola pengawasan yang
dilakukan tidak berubah dan tetap berpegang pada UU No.32/2002, bahwa radio dan
televisi masih menjadi pengawasannya. Sehingga media yang melalui Internet belum masuk
dalam pengawasannya. (KPID Dorong Pembuatan Konten Lokal, 2019). Begitu pula terkait
pengawasan isi siaran yang berkonten lokal terus disosialisasikan sampai saai ini. Seperti
yang telah dilakukan oleh KPID DKI Jakarta:

“Apalagi KPI Pusat sudah mensyaratkan lembaga penyiaran yang ingin mengajukan
izin baru maupun perpanjangan baru harus sudah membuat konten lokal sebesar
10 persen dari total konten tayangan yang ditampilkan,” ujar Kawiyan. (KPID DKI
Dorong Lembaga Penyiaran Naikkan Porsi Konten Lokal, 2019)

Pasal 46 dalam (P3SPS, 2012) bahwa lembaga penyiaran; baik tv atau radio; wajib
menyiarkan program lokal. Selanjutnya dalam pasal 68 menjelaskan bahwa 3 pokok
kewajiban:

(1) televisi wajib menyiarkan Program siaran lokal yang ditayangkan dengan durasi paling
sedikit 10% (sepuluh per seratus) dan bagi radio paling sedikit 60% (enam puluh per
seratus) seluruh waktu siaran berjaringan per hari.

(2) Program siaran lokal tersebut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya
wajib ditayangkan pada waktu prime time waktu setempat.

(3) Program siaran lokal secara bertahap wajib ditingkatkan hingga paling sedikit 50% (lima
puluh per seratus) untuk televisi dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.

Arsani (2017) memberikan laporan penelitian dalam jurnal, bahwa proses
perencanaan dalam Kompas TV Dewata bersifat top-down atau satu arah, di mana tidak
terdapat komunikasi dan keterlibatan Kompas TV Dewata dalam menentukan kebijakan
dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Kompas TV pusat. Kompas TV Dewata dalam
hal ini hanya bertindak sebagai pelaksana aturan yang telah ditetapkan dan melakukan
apa yang telah ada sebelumnya. Oleh sebab itu, meskipun memiliki kewenangan untuk
memproduksi program siaran sendiri, secara umum Kompas TV Dewata dapat dikatakan
tidak melakukan fungsi perencanaan secara utuh sebagai tahap awal dalam melakukan
manajemen media massa, Bahkan setelah ditetapkannya aturan dari Kompas TV pusat
yang memberikan waktu penayangan siaran local selama 2,5 jam untuk seluruh anak
jaringannya di Indonesia, waktu penayangan siaran local di Kompas TV Dewata mengalami
penurunan dan tidak lagi memiliki siaran lokal pada waktu prime time. Dengan aturan
yang diberlakukan tersebut, Kompas TV Dewata tidak dapat meningkatkan jumlah siaran
lokalnya, melainkan hanya terhenti pada batas pemenuhan minimal yaitu sebesar 10%
dari jumlah siaran per harinya, bahkan mengamali penurunan dibandingkan tahun-tahun
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sebelumnya, di mana hal tersebut tidak sejalan dengan (Permenkominfo 43/2009) pasal 8
ayat (4). (Arsani, Gelgel, & Suryawati, 2017: 3-5).

Konten lokal merupakan konten yang tidak memiliki keuntungan yang lebih besar.
Sebab, membutuhkan sumber daya yang cukup tinggi. Sumber daya manusia di daerah harus
bertambah, mulai dari wartawan, editor, penulis. Fasilitas penunjang dalam reportase butuh
biaya tinggi, seperti alat kamera, perekam suara, komputer, dll. Sehingga, nilai ekonominya
kurang menjanjikan daripada sistem stasiun jaringan, yang hanya membutuhkan alat
transmitter jarak jauh. Oleh karena itu, produksi dalam pembuatan konten lokal akan
membutuhkan biaya tambahan. Apabila lembaga penyiaran ingin memenuhi jangkauan
se-Indonesia, maka minimal mereka harus menyediakan sumber daya manusia dan fasilitas
sebanyak 37 provinsi. Berbeda dengan SSJ, lembaga penyiaran hanya fokus infrastruktur di
satu provinsi dan menyebarluarkannya dengan sistem transmitter.

Masalahnya SSJ, di sisi lain, akan membawa kerugian besar ekonomi bagi sepuluh
stasiun televisi swasta nasional yang sudah berdiri sejak sebelum UU Penyiaran 2002 lahir.
Sebagai contoh, pada 2018 dana iklan yang mengalir ke televisi Indonesia mencapai Rp 110
Triliun. Sebagian besar dari angka tersebut diserap oleh stasiun-stasiun televisi nasional
tanpa dialirkan ke daerah. Bila SSJ diterapkan, stasiun-stasiun televisi nasional tersebut
bukan hanya harus berinvestasi mendanai pengembangan stasiun televisi local anggota
jaringan (termasuk dana pembuatan conten dan gaji pegawai, di luar pengembangan
infrastruktur dan peralatan produksi dan studio), namun juga harus membagi perolehan
iklan secara proporsional ke stasiun-stasiun local tersebut. (Armando, 2019: 44-45). Pihak
penyedia iklan juga diuntungkan dengan SSJ, mereka hanya berkoordinasi dan membayar
ke satu televisi, yang berbeda jauh, jika konten lokal lebih banyak, maka penyedia iklan
harus membayar setiap provinsi.

Masalah lain terkait isi siaran lokal yang termarginalkan oleh siaran asing
Dominannya kanal siaran asing yang mengalah jumlahkan siaran dalam negeri. Hal ini
terjadi di masyarakat Tanjungpinang lebih menikmati siaran asing dibandingkan siaran
dalam negeri. (Fajriani, 2018) hal ini berbeda dengan teori-teori dalam komunikasi bahwa
salah satu kriteri informasi menarik ialah informasi yang dekat dengan diri masyarakat.
Informasi yang mereka alami sendiri.

Terlepas dari perspektif lembaga penyiaran, penyedia iklan dan masyarakat, mereka
harus patuh hukum. Undang-undang sebagai amanat demokrasi, sehingga hak masyarakat
mendapatkan informasi tetap terjaga. Informasi tidak didominasi oleh sifat bisnis, namun
informasi harus bersifat edukasi dan kontrol sosial. TV dan radio bagi masyarakat sangat
berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup, hobby, makanan dan style pakaian
sangat dipengaruhi pada seberapa banyak yang masyarakat tonton dan dengar. Semakin
banyak menonton film Korea, sedikitnya masyarakat akan terpengaruh pada gaya hidup
orang Korea. Oleh karena itu, peran KPI/KPID sebagai pengawas isi siaran sangat diperlukan
dalam menjaga amanat UU.

4. Tindak Lanjut Pengawasan KPID Jawa Barat
Strategi KPI dalam menegakkan P3SPS adalah melalui pendekatan kebijakan
deliberatif, yaitu membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat 2020 | 63



Karena kami menyakini bahwa melalui dialog, maka teks regulasi dapat dimaknai secara
kontekstual, sehingga berbagai upaya perbaikan dapat dilakukan secara substantif. (Komisi
Penyiaran Indonesia, 2018)

Penulis mengapresia langkah tegas KPID Jabar dalam tindak lanjut pengawasan.
Seperti pembatasan lagu yang berbau porno. Seperti yang dikuti dalam lama Pikiran Rakat

Online:

“Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Dedeh Fardiah
tegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap isi surat edaran yang membatasi
penayangan 17 lagu berbahasa Inggris di Jawa Barat. Dedeh bahkan mengatakan,
jumlah lagu yang dibatasi penayangannya tersebut bisa bertambah jika ditemukan
lagi ada yang mengandung unsur vulgar atau berkonten dewasa”. (Pembatasan Siar
Lagu Berbahasa Inggris, KPID Jabar Maju Terus, 2019)

Malahan KPID Jabar telah menyurati penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu yang
dibatasi penayangannya. Upaya pengawasan KPID Jabar telah berjalan dengan baik, malahan
dalam hal penindakan ditemukan ketegasan dalam memberikan sanksi. Dipandang akan
sia-sia, apabila KPI/KPID menemukan pelanggaran namun tidak ditindak lanjut dalam
sanksi. Dalam konteks penelitian KPID Provinsi Banten, mekanisme pemantauan siaran
dilakukan dengan semakin ketat yaitu meningkat sekitar 60% atau sekitar 15 atau dimulai
dari pukul 7.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB jam perharinya. Hal ini lebih meningkat
dari pada di tahun-tahun sebelumnya yang hanya sekitar 30% sampai 40% saja. Adapun
tentang bagaimana pemantauan atau pengawasan itu dilakukan tentunya dengan metode
pemantauan melalui rekaman, dan ini baru mulai dilakukan sejak tahun 2011, dengan
objek pemantauan terhadap 11 lembaga penyiaran yang bersiaran secara nasional. (Afandi,
2016: 70).

Begitu pula KPID Jabar yang telah melakukan ragam pengawasan isi siaran. Ragam
pengawasan KPID Jabar berupa sosialisai P3SPS, penertiban, Focus Group Discussion,
pembentukan tim relawan di berbagai kabupaten/kota dan perekaman program siaran
di kantor KPID Jabar. Target pegawasannya bukan hanya langsung ke lembaga-lembaga
penyiara malahan telah bersosialisasi ke masyarakat. Bahkan dengan berbanyak ragam
pengawasan yang telah KPID Jabar lakukan masih banyak pelanggaran-pelanggaran.

Dengan masih banyaknya pelanggaran terhadap P3SP, tidak terlepas dari hambatan-
hambatan pengawasan KPID. Peneliti memberikan beberapa potensi pelanggaran yang
ditemukan di Provinsi Jawa Barat dan provinsi lainnya, di antaranya:

Pertama, kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat. Ini terjadi di
Yogyakarta, dimana masyarakat sebagai konsumen atau pengguna jasa TV kabel yang
berdasarkan program dan isi siaran merupakan subjek yang menjadi sasaran Lembaga
TV Kabel itu melakukan penjualan secara komersil. Siaran yang ditayangkan tidak semata
mata dinikmati begitu saja, masyarakat sebagai subjek juga harus memiliki wawasan dan
pengetahuan bagaimana sebuah siaran itu dikategorikan baik.

Kedua, adaptasi KPID DIY yang berjalan selama ini belum berjalan efektif dengan
minimnya inovasi dalam proses pengawasan yang ada. Berbagai hambatan yang dihadapi
oleh KPID DIY meliputi : kendala regulasi yang sudah tidak relevan, masalah struktur
kelembagaan yang tidak independen dan keterbatasan finansial, fasilitas pengawasan siaran
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televisi yang masih kurang dan partisipasi masyarakat DIY yang masih minim, sulitnya
meningkatkan kualitas isi siaran dari stasiun televisi yang terlalu mementingkan aspek
komersial daripada edukasi, serta pesatnya perkembangan teknologi televisi yang tidak
dapat diimbangi oleh kinerja pengawasan KPID DIY. (Hamdalah & Sunarno, 2019, p. 38)

Ketiga, lemahnya infrastruktur KPI/KPID. Sebagai Lembaga negara yang bergerak
di bidang penyiaran, yang dilakuakn KPID DIY masih belum tegas dalam menanggapi
aduan yang dikirimkan oleh masyarakat kepada stasiun televisi yang menayangkan konten
yang menurut masyarakat merugikan. Masih maraknya tayangan pornografi, kekerasan,
dan juga pengobatan alternatif yang tidak mendidik atau keluar dari ketentuan.Kurangnya
tenaga pemantau serta alat rekam sehingga seringkali kelewatan mendata pelanggaran yang
ada di program siaran televisi maupun radio.

Keempat, Tidak optimalnya kerja dari komisioner yang disebabkan oleh masa jabatan
yang diamanahkan hanya tiga tahun. Hal ini berbeda dengan lembaga independen lainnya,
yang berdurasi 4-5 tahun. Ini memungkinkan masa IPP lembaga penyiaran akan disitasi
oleh komisioner baru. Sehingga, IPP tidak akan ketat.

Kelima, Sanksi administratif yang terdapat di Pasal 55 ayat 2 dalam praktiknya relatif
lama sehingga mendindaklanjutinya dan juga pemberian sanksi tidak dapat langsung
ditangani dengan cepat. Regulasi ini yang melemahkan KPI/KPID dalam pengawasan.

Keenam, pelanggaran isi siaran berbasis konten lokal, sanksi belum jelas. Ini terjadi
di provinsi lain, dimana muatan siaran lokal yang tidak berizin Ficom TV yang merupakan
kanal siaran lokal yang berada di TV kabel dalam hal penyiarannya tidak memiliki izin
untuk menyiarkan tayangan dikarenakan tidak memberikan pajak penyiaran. Dimana
setiap ranah penyiaran yang melakukan kegiatan siaran wajib membayar pajak siaran dan
apabila melanggar akan di berikan sanksi administratif serta dicabutnya izin penyiaran.
(Fajriani, 2018: 16-17)

5. Alternatif Pengawasan Siaran Lokal
Handayaningrat mengatakan pengawasan yang efektif dapat membantu usaha-usaha
untuk mengatur pekerjaan agar sesuai dengan rencana. Beberapa metode pengawasan yang
digunakan, diantaranya adalah sebagai berikut: (Sambodo, 2017) (Fatmala, 2018: 36)
a. Pengawasan langsung
Yaitu apabila aparat pengawasan pemimpin organisasi, melakukan pengawasan langsung
pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspeksi, verikatif atau sistem
investigative. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh KPID adalah dengan cara
melihat langsung kinerja staft ketempat atau lokasi yang harus diawasi.
b. Pengawasan Tidak Langsung
Yaitu apabila aparat pengawasan pemimpin organisasi melakukan pemeriksaan
pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk.
Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh KPID dari jarak
jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh staff pemantau
isi siaran dalam bentuk rekap hasil pantauan dan juga secara lisan.
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Pemantauan menggunakan alat monitoring atau berupa aduan dari publik. Laporan atau

pengaduan dari masyarakat bisa melalui surat, e-mail nomor telepon atau sms, setelah

adanya pengaduan, KPI akan melihat rekamannya kemudian dianalisis dan diputuskan
dalam rapat bersama apa tindakan yang dilakukan jika dari hasil aduan tersebut benar
melakukan pelanggaran.

Begitu halnya denganasilitas layanan aduan meruakan salah satu strategi KPID yang

dalam hal ini ditunjukan untuk memudahkan masyarakat ikut berpartisiasi dalam

melakukan proses pengawasan. Bedasarkan data yang penulis dapat baik data sekunder
maupun primer layanan aduan yang dibuat oleh KPID yaitu dengan membuat akun
facebook, website, telpon dan email. Dengan adanya fasilitas tersebut harapannya
masyarakat dimudahkan ketika ingin berkomunikasi dengan KPID. (Hamdalah &

Sunarno, 2019: 35)

Kerjasama dari KPID dan Masyarakat yaitu masyarakat bisa mengadukan isi siaran yang

menurut pandangan masyarakat bertentangan dengan Standar Program Siaran dan

juga dapat berperan serta dalam mengawasi isi siaran, aduan masyarakat tersebut bisa
tersalurkan dalam bentuk surat aduan yang dapat dikirimkan kepada KPID. (Hamdalah

& Sunarno, 2019: 39)

Peran serta Masyarakat sangat dibutuhkan dalam menciptakan Program Siaran yang

berkualitas untuk masyarakat itu sendiri, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Daerah

Nomor 13 tahun 2016 pada Bab VI Peran serta masyarakat yaitu: (1) Setiap orang atau

kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan program siaran (2) setiap

orang atau kelompok masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program siaran
yang bertentangan dengan norma (3) keberatan sebagaimana yang di maksud pada ayat

2 diajukan dalam bentuk pengaduan tertulis ke KPID. (Hamdalah & Sunarno, 2019: 40)

c. Pengawasan Formal (resmi)

Yaitu pengawasan yang secara resmi dilakukan oleh unit/aparat pengawasan dari

pimpinan organisasi tersebut, dilakukan dengan menitikberatkan pada legalitas

ataupun izin berdirinya sebuah lembaga TV. Izin yang diberikan oleh KPID berupa
izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Izin Tetap. Apabila pada saat Inspeksi Mendadak

(Sidak) didapati lembaga TV yang tidak berizin maka KPID berwenang untuk menyegel

lembaga TV tersebut. Pemantau yang resmi yanitu Pengawasan oleh Staf Pemantau,

antara lain:

1) Staf pemantau hanya memantau lembaga penyiaran yang memiliki program-program
yang sangat rentan terjadinya pelanggar aturan atau program yang berjalan secara
langsung atau live.

2) Staf pemantau hanya memantau program yang isinya produk-produk news baik itu
televisi atau radio yang ada program beritanya

3) Staf pemantau hanya memantau program berupa program talk show

4) Staf pemantau hanya memantau program berupa program komedi atau candaan-
candaan

5) Staf pemantau hanya memantau program berupa program iklan khususnya iklan
obat tradisional yang mengandung testimoni-testimoni penggunanya
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6) Staf pemantau hanya memantau program berupa program musik. Beberapa lagu ada
yang liriknya melanggar norma dan aturan yang berlaku. (Hamdalah & Sunarno,
2019: 35)

. Pengawasan Nonformal (tidak resmi)

Yaitu pengawasan yang tidak melalui saluran atau prosedur yang telah ditentukan,

biasanya melakukan kunjungan yang tidak resmi untuk menghindarkan kekakuan

antara atasan dan bawahan.

. Pengawasan Administratif

Yaitu pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material.

Berdasarkan peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan

lembaga penyiaran berlangganan bagian ketiga tata cara dan persyaratan perizinan

pasal 4: Persyaratan Administratif: a. Latar belakang, maksud dan tujuan pendirian
serta mencantumkan nama, visi, misi lembaga penyiaran berlangganan yang akan
diselenggarakan b. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya berserta pengesahan
badan hokum atau telah terdaftar pada instansi yang berwenang c. Susunan dan nama
para pengelola penyelenggara penyiaran d. Studi kelayakan dan rencana kerja, e. Uraian
tentang aspek permodalan f. Uraian tentang proyeksi pendapatan (revenue) dari iuran

berlangganan dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran g.

Daftar media cetak, lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio, dan atau lembaga

penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh pemohon h. Uraian

tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai dengan kerja terendah,
termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja.

Pengawasan admnistratif , ditindaklanjuti dengan pemmerian sanksi.

. Teguran tertulis, Sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas
pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari
kalender.

. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah dikenai sanksi administratif berupa
penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.
Selama waktu pelaksanaan sanksi administratif penghentian sementara berlangsung,
lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran dengan format sejenis pada
waktu siar yang sama atau waktu yang lain dalam beberapa hari sesuai pelanggaran yang
dilakukan lembaga penyiaran.

. Pembatasan durasi dan waktu siaran Pembatasan durasi dan waktu siaran mata acara

yang bermasalah setelah melalui tahap teguran tertulis dan penghentian sementara
mata acara yang bermasalah, Lembaga penyiaran ketika sedang melaksanakan sanksi
pembatasan durasi dan waktu siaran yang telah ditentukan oleh KPID dilarang
menampilkan mata acara yang melanggar dengan waktu full seperti biasa, namun ada
batasan waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

. Denda Administratif, setelah mendapat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, maka
KPI akan melayangkan surat kepada lembaga penyiaran yang melanggar dalam
rangka dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran
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radio paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk jasa penyiaran
televisi paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai ketentuan ketika
persidangan yang memiliki hukum tetap sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan
lembaga penyiaran.

e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, Sanksi administratif pembekuan
kegiatan siaran untuk waktu tertentu dan juga sanksi administratif yaitu dengan KPI
akan melayangkan surat undangan kepada lembaga penyiaran yang melanggar dalam
rangka untuk mendengarkan pendapat apakah lembaga penyiaran yang bersangkutan
untuk memberikan klarifikasi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Setelah itu dikenai
pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran hanya dapat dilakukan setelah adanya
putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam penentuan sanksi
akan tergantung pada subyektivitas komisioner KPI.

t. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, Lembaga penyiaran yang
bersangkutan tidak diberikan izin penyelenggaraan penyiaran ketika Lembaga penyiaran
tersebut sudah diberikan surat teguran 1 (satu) dan surat teguran 2 (dua) karena belum
mengajukan permohonan perpanjangan izin. Tatacara pengajuan keberatan penjatuhan
sanksi admiistratif dengan mengajukan keberatan yang paling lambat dilakukan 3 (tiga)
hari kerja sejak diterimanya sanksi tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan
penyiaran.

g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran, Setelah melewati beberapa ketentuan
sanski yang ditetapkan KPI namun lembaga penyiaran tidak memperbaiki maka
langkah yang terakhir yaitu Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran hanya dapat
dilakukan setelah adanya putusan dari pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum
tetap. (Hamdalah & Sunarno, 2019: 36-37)

Pengawasan dalam hal izin perpanjangan lembaga penyiaran membuatkan syarat
berupa dokumen road map berisi tahapan program yang dilakukan lembaga penyiaran
untuk mencapai 50% (lima puluh perseratus) untuk televisi dari seluruh waktu siaran
berjaringan per hari.

6. Pengawasan Melekat

Situmorang (1998: 71) mengatakan bahwa pengawasan melekat yaitu berupa tindakan
atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang
harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga.

Suatu proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya
dan berhasil guna oleh pimpinan unit/organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen
untuk mewujudkan kerja dilingkungan masing-masing agar secara terus menerus berfungsi
secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan
yang telah dirumuskan sebelumnya. (Nawawi, 1994: 8)

Pengawasan ini bukan hanya menindak akan aturan P3SPS tapi memeberikan solusi
bagi lembaga penyiaran dalam memproduksi siaran konten lokal.
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7. Siaran Konten Lokal di Kabupaten Subang

Dengan kondisi geograsfis yang berbeda, masyoritas masyarakat Subang
mendapatkan siaran TV lokal dan nasional menggunakan parabola atau TV kabel, tidak
melalui antena TV langsung. Bahkan jika menggunakan antena TV, khususnya kecamatan
Kasomalang harus setinggi dua batang pohon bambu, (2 leunjeur). Usaha ini masyarakat
akan mendapatkan TVRI Bandung. Adapun penggunaan parabola dapat diakses lembaga
penyiaran seperti RTV, JTV, ATV, TVDESA, dan lain - lain, dengan TV Subang tidak
ada, dan apabila diganti antena channnel yang dapat dijangkau RCTV, ANTV, INDOSAT,
SCTYV, TVRI dan sebagainya. Masyarakat subang pada kalangan milenial, akses siaran TV
menggunakan media internet. Sehingga mereka hampir bisa menjangkau lembaga-lembaga
penyiaran TV. TV lokal yang banyak diakses Kompas TV Jawa Barat dan RCTIL.

Kondisi siaran radio lokal yang terdaftar atau resmi tidak dapat mengakses siaran
dari lembaga penyiaran radio lokal Subang. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat Subang
dapat mengakses radio-radio Indramayu. Akan tetapi, radio lokal yang belum terdaftar.
Terdapat radio lokal yang tidak terdaftar hampir setiap setiap kecamatan-kecamatan
tetangga kecamatan Kasomalang, aktif dengan jangkauan dekat. Dari sekian radio yang
terdaftar radio yang sering didengar adalah Karisma Sewo, radio GSP dan Monalisa.

Masyarakat Subang sekitar umur 40 ke atas, jarang menonton siaran TV. Adapun
radio sering didengar menemani perjalanan di mobil dan warung-warung tradisional.
Siaran konten lokal didominasi oleh siaran hiburan yang kebanyakan menyiarkan beragam
musik.

Masyarakat Subang tidak pernah melaporkan terkait radio lokal yang tidak berizin.
Alasannya radio yang dilaporkan, akan ditutup, akan tetapi lembaga akan membuat radio
baru dengan nama dan alamat yang berbeda. Hal ini mendorong masyarakat bersikap
untuk tidak melaporkan ke KPID Provinsi Jawa Barat.

Namun sangat disayangkan, semua akses TV yang mereka dapatkan, mereka belum
pernah menonton dan mendengarkan siaran konten lokal jawa Barat khususnya Kabupaten
Subang. Siaran KOnten lokal di lembaga penyiaran radio relatif lebih besar porsinya
daripada lembaga penyiran televisi dengan konten siaran lokal terkait berita meninggal
dunia, kehilangan dan info pantura, namun tetap selalu kembali ke musik dengan beberapa
radio bahkan dapat karaokean.

Kabupaten Subang memiliki materi konten lokal dalam berbagai sektor. Sektor
pendidikan, Iklim, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Kependudukan,
Kesehatan, Pemerintahan, Pendidikan, Perumahan, politik dan Keamanan, Potensi Desa,
Sosial Budaya, dan Tenaga Kerja. Adapun sektor pertanian dan pertambangan memiliki
subsektor Hortikultura, Kehutanan, Perikanan, Perkebunan, Pertambangan, Peternakan
dan Tanaman Pangan.

Sumber data dari sektor-sektor di atas dapat didapatkan dengan mudah melalui
media internet. Informasi dari pemerintahan Kabupaten Subang dengan alamat https://
www.subang.go.id/, pemerintahan desa di lingkungan kabupaten Subang, Desa Cimayasari
https://cimayasari.desa.id/, Desa Sindanglaya https://www.sindanglaya.desa.id/, Desa
Mandala mekar http://mandalamekar.desa.id/, Desa Sukawening http://www.sukawening.
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desa.id/ dan lain-lain yang masih banyak pemerintahan desa menyebarkan informasi desa
dalam bentuk daring. Informasi terkait pendidikan dapat bersumber di lembaga-lembaga
pendidikan, seperti perguruan tinggi Universitas Subang https://unsub.ac.id/, STKIP Subang
beralamatkan https://stkipsubang.ac.id/, STIE Sutaatmadja https://www.stiesa.ac.id/, STAI
Miftahul Huda Pamanukan Subang beralamatkan di https://stai-mifda.ac.id/, STT Texmaco
beralamatkan http://www.stttexmaco.ac.id/, Politeknik Negeri Subang beralamatkan http://
polsub.ac.id/.

Simpulan

KPID Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan dalam pengawasan siaran Konten
Lokal di lembaga-lembaga penyiaran di kabupaten Subang. Lembaga-lembaga penyiaran
memiliki kendala-kendala dalam penyiaran konten lokal, baik sumber daya manusia
maupun infrastruktur. Oleh karena itu, perlu dijembatani untuk berkoordinasi dengan
lembaga-lembaga lainnya sesuai sektor lokal, seperti lembaga pemerintahan daerah
kabupaten Subang, pemerintahan-pemerintahan di tingkat desa, lembaga-lembaga
pendidikan, komunitas-komunitas seperti pertanian, perikanan, dan lain-lain.
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